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Kawasan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) di Provinsi Papua 
yang sebagian besar terbagi berdasarkan garis astronomi tanpa mempertimbangkan batas 
budaya menyebabkan intensnya interaksi dan pergerakan lintas batas yang terjadi di kawasan 
perbatasan tersebut. Pergerakan lintas batas yang dilakukan khususnya di kawasan 
perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang dikategorikan sebagai pergerakan illegal, hal ini 
dikarenakan belum adanya fasilitas di kawasan perbatasan yang mengakomodir pergerakan 
lintas batas di kawasan perbatasan ini. Tujuan penelitian adalah Mengidentifikasi pergerakan 
masyarakat dan faktor yang mempengaruhi pergerakan penduduk terjadi antara kawasan 
perbatasan negara. Metode yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Mengidentifikasi 
pengaruh faktor-faktor terhadap keputusan penduduk untuk melakukan pergerakan lintas 
batas di kawasan perbatasan antar negara Indonesia–PNG.Maksud atau tujuan pergerakan 
lintas batas yang dilakukan juga beragam. Maksud atau tujuan tersebut antara lain, 
maksud/tujuan ekonomi, maksud/tujuan budaya, maksud/tujuan sosial, dan maksud/tujuan 
politik. Jenis pergerakan yang sering dilakukan adalah pergerakan sirkuler atau pergerakan 
dimana lama tinggalnya adalah kurang dari 6 bulan.  Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 
terdapat tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pergerakan lintas 
batas, yaitu faktor karakteristik individu, faktor sosial ekonomi, dan faktor budaya. 
Pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang didominasi 
pergerakan dengan maksud/tujuan ekonomi sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi 
keputusan masyarakat untuk melakukan pergerakan lintas batas adalah faktor individu. 
 






















UTARI SALSABILA ADAM, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of 
Engineering, Universitas Brawijaya, September 2018, Transborder Movement of 
Borderlanders in Indonesia – Papua New Guinea Borderland (Case Study: Iwur District, 
Pegunungan Bintang Regency), Academic Supervisor: Aris Subagiyo, ST., MT. dan Dr. Ir. 
Agus Dwi Wicaksono, Lic.Rer.Reg. 
The borderland between Indonesia and Papua New Guinea (PNG) mostly defined 
based on geographics coordinates without considering cultural boundaries has resulted in 
high intensity of interaction and transborder movements in the area. Transborder 
movements in the border area of Indonesia and  PNG, specifically in Pegunungan Bintang 
Regency border area are classified as illegal movements, this is due to lack of border area 
facilities that have to accommodate these movements. The aims of this study are, to identify 
transborder movement conducted by the borderlanders and the factors that influence the 
borderlanders’ desicion to conduct a transborder movement. Statistics descriptive method 
is used in this study. There are variety of purposes of transborder movements in this area. 
These purposes are classified into 4 categories, these four categories are, economic 
purposes, cultural purposes, social purposes, and political purposes. Circular or temporary 
movement is transborder movement category based on the length of stay in the destination 
country that was conducted by most of the borderlanders in this area with the maximum of 
6 months length of stay. There are three factors that influence the borderlanders’ desicion 
to conduct a transborder movement, these three factors are, individual characteristics 
factors, social-economy factors, and cultural factors. Transborder movements in this area 
are mostly conducted for economic purposes. These movements are also influenced mostly 
by individual characteristics factors.  
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1.1 Latar Belakang 
Kawasan perbatasan merupakan wilayah dengan situasi keamanan yang tidak stabil 
dan terkadang menjadi wilayah yang tidak memiliki strategi pengembangan. Hal ini terjadi 
terutama pada negara post-kolonial. Kawasan perbatasan merupakan ‘arena’ terjadinya 
kejahatan lintas batas dan pada saat yang bersamaan, kawasan perbatasan juga menjadi 
tempat pertukaran budaya dan sosio-ekonomi secara dinamis yang didukung dengan nilai 
historis kedua negara (Blum, 2014; 3).  
Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No. 1 Tahun 
2015, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam 
sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di 
darat, kawasan perbatasan berada di tingkat kecamatan.  Kawasan perbatasan di Indonesia 
terdapat pada 10 kawasan dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kawasan perbatasan darat dan 
kawasan perbatasan perairan/laut.   
Garis perbatasan dibuat berdasarkan garis astronomis atau kondisi geografis yang 
membentuk wilayah suatu negara.  Pergerakan di wilayah yang berbatasan langsung atau 
wilayah yang dilalui garis perbatasan tersebut dapat diatur oleh pemerintah pusat terkait 
pembatasan jumlah pergerakan, memperketat aturan, atau sepenuhnya melarang adanya 
pergerakan di wilayah tersebut.  (Afolayan et al, 2000:33) 
Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Selain itu, 
adanya interaksi langsung dan intensif antara warga Indonesia di kawasan perbatasan dengan 
warga negara tetangga sangat berpotensi untuk meningkatkan hubungan sosial, budaya, 
maupun interaksi ekonomi antar negara.  Menurut Hadiwijoyo (2009:40) Penduduk yang 
bertempat tinggal di wilayah perbatasan telah disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi 
dan sosio-budaya setelah terjadinya kesepakatan antara dua negara berbatasan.  
Perbatasan nasional merupakan suatu kondisi politik, proyeksi imajiner tentang batas 
kekuasaan suatu negara. Meskipun garis perbatasan telah tergambar dengan jelas di peta dan 
juga telah terdapat kesepakatan antar negara yang berbatasan, kondisi praktikal yang ada 
tidak mengikuti peraturan tersebut. Tidak peduli seberapa banyak penempatan petugas di 





















(PLB) yang dibangun, masyarakat akan mengabaikan garis perbatasan tersebut untuk 
menyesuaikan kebutuhan mereka (Baud dan Van Schendel, 1997: 211). 
Menurut pendapat Bandiyono, et al (2004), Pergerakan atau mobilitas penduduk 
adalah salah satu permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea 
(PNG).  Untuk dapat mengantisipasi pembangunan di kawasan perbatasan tidak lepas dari 
perlunya memahami tentang determinan dan proses pergerakan lintas batas (mobilitas) 
penduduk. Penyebab terjadinya mobilitas penduduk adalah wujud responsif dari penduduk 
terhadap perbedaan situasi dan kondisi antara dua wilayah.  Pergerakan lintas batas negara 
juga terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang.  Kabupaten Pegunungan 
Bintang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terdiri dari 34 distrik 
dimana terdapat 8 distrik yang berbatasan langsung dengan PNG.   
Menurut Bandiyono, et al (2004), Penduduk asli Papua di Negara Indonesia dan di 
Papua New Guinea memiliki hubungan tradisional dan kebiasaan.  Sebelum adanya konsep 
negara dan peraturan formal, hubungan tersebut tidak menimbulkan masalah.  Semenjak 
adanya konsep negara maka hubungan ini dianggap menjadi salah satu celah untuk 
menurunkan rasa nasionalisme, dan juga berpengaruh pada tingkat keamanan di wilayah 
perbatasan. 
Berdasarkan data profil Kabupaten Pegunungan Bintang, faktor kebudayaan 
diantaranya tanah ulayat dan  batas administrasi suku asli Kabupaten Pegunungan Bintang 
dan Papua New Guinea, faktor sosial seperti hubungan kekeluargaan, faktor ekonomi seperti 
kegiatan jual-beli, dan faktor keamanan seperti adanya gerakan separatis dan kurangnya 
penjagaan di kawasan perbatasan sangat mempengaruhi pergerakan di kawasan perbatasan 
Kabupaten Pegunungan Bintang. Pergerakan lintas batas yang dilakukan masyarakat di 
kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang didominasi oleh pergerakan lintas 
batas yang bersifat illegal, dengan tujuan pergerakan yang didominasi aktivitas sosial budaya 
yaitu mengunjungi keluarga, pernikahan, berburu dan upacara adat; aktivitas ekonomi, yaitu 
berladang, berbelanja, dan berdagang. 
Menurut Afolayan, et al (2000: 36) Pergerakan lintas batas bukanlah suatu proses 
sederhana, tetapi lebih ke suatu ‘bentuk’ pergerakan yang kompleks.  Pergerakan lintas batas 
dapat menyamai pergerakan ulang-alik yang dilakukan setiap hari atau pergerakan yang 
dilakukan untuk berpindah dan menetap (migrasi secara konvensional) karenanya 
pergerakan lintas batas juga dapat dikategorikan sebagai pergerakan internal (di dalam 




















Adanya kerja sama regional (antar negara) yang berbatasan juga mendukung 
terjadinya interaksi khususnya di kawasan perbatasan.  Beberapa jenis kerjasama tersebut 
antara lain, kerjasama lintas batas, kerjasama ekonomi kawasan, kerjasama politik dan 
keamanan, kerjasama sosial budaya kawasan perbatasan, dan kerjasama batas negara.  
Hubungan bilateral antara Indonesia – Papua New Guinea telah berlangsung dengan cukup 
baik dengan telah disepakatinya batas-batas wilayah darat dan perairan antara kedua negara, 
namun karena adanya isu keamanan seperti pergerakan kelompok separatis dan juga 
besarnya kegiatan pelintas batas secara illegal membuat diperlukannya kerjasama yang 
diwujudkan dalam bentuk Joint Border Committee (JBC).   
Penyebab terjadinya kegiatan pergerakan lintas batas antara Papua dan PNG baik yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku atau legal, maupun yang bersifat illegal sangat 
beragam (Setyawan, 2009). Penyebab terjadinya pergerakan lintas batas berdasarkan 
budaya, antara lain, masyarakat di kawasan perbatasan tidak begitu menganggap batas 
negara dikarenakan batas administratif suku asli Kabupaten Pegunungan Bintang yang 
berada di kedua wilayah negara, adanya masyarakat yang masih mengikuti adat-istiadat, 
seperti pelaksanaan upacara-upacara adat, pernikahan, berkebun dan berburu, serta 
perdagangan, dan adanya tanah hak ulayat dan lahan pertanian Masyarakat Papua yang 
berada di wilayah administratif PNG, dan sebaliknya. Hak ulayat adalah Kewenangan yang 
menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu 
yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber 
daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan 
kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan 
tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan 
(Kementrian Agraria dan Tata Ruang, 2017). 
Selain faktor budaya, terdapat juga faktor ekonomi yang mempengaruhi pergerakan 
lintas batas, yaitu, sulitnya akses dari kawasan perbatasan masing-masing negara menuju 
pusat kota di Negara masing-masing menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk 
melakukan interaksi kegiatan sosial budaya dan ekonomi hanya sebatas di kawasan 
perbatasan, dan kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang yang lebih 
menarik pergerakan masyarakat PNG untuk berorientasi ke Papua (BNPP, 2015), minimnya 
sarana dan prasarana, rawan konflik dan adanya pergerakan separatis, dan belum 
memadainya pos-pos di wilayah perbatasan sehingga berakibat lemahnya pengawasan 






















Dalam melakukan pergerakan tersebut, masyarakat ‘menantang’ status quo politik 
dimana garis perbatasan menjadi symbol utama. Masyarakat juga memanfaatkan kawasan 
perbatasan dengan cara yang tidak diantisipasi pemerintah pada awalnya, seperti adanya ahli 
revolusioner yang bersembunyi di antara masyarakat yang mencari suaka dari negara yang 
berbatasan. Masyarakat akan melakukan pergerakan lintas batas setiap kali ada jasa/produk 
yang lebih murah atau lebih menarik di negara yang berbatasan, hal ini juga menjadi 
keuntungan bagi pedagang di kawasan perbatasan yang cepat tanggap untuk mengambil 
keuntungan dari perbedaan harga dan perbedaan pajak (Baud dan Van Schendel, 1997: 211). 
Selain permasalahan tersebut adanya beberapa alasan yang menjadikan pergerakan lintas 
batas di kawasan perbatasan Papua perlu diteliti, yaitu, persoalan hubungan Indonesia – PNG 
yang terkait dengan pergerakan lintas batas penduduk memerlukan pemahaman, dan 
diperlukannya kajian mengenai kawasan perbatasan Indonesia – PNG yang masih terbatas 
sehingga memerlukan pelaksanaan studi-studi pada berbagai bidang (Bandiyono et al, 2004). 
Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya studi 
terkait pergerakan lintas batas yang terjadi di kawasan perbatasan, khususnya di kawasan 
perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang mengingat belum adanya penelitian terkait 
pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan ini yang dapat mendukung ditetapkannya 
kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi exit-entry point atau akses 
pintu lintas batas antara kedua negara. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil survei primer dan sekunder, permasalahan yang dapat diidentifikasi 
terkait pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan Papua-PNG antara lain: 
1. Berbeda dengan pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan Papua – PNG 
Jayapura yang memiliki prosedur tertentu dan mengharuskan menggunakan kartu 
lintas batas untuk tujuan sosial-budaya dan paspor untuk tujuan selain sosial-
budaya. Pergerakan lintas batas yang terjadi di Kawasan Perbatasan Papua – PNG 
Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi pergerakan yang tidak terdata karena 
tidak melewati prosedur tersebut. (Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015). 
2. Terdapat tiga distrik di kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang yang 
menjadi lokasi prioritas (lokpri) dengan fungsi sebagai akses lintas batas. Tiga 
distrik tersebut adalah Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, dan Distrik Iwur, 
namun pada ketiga distrik tersebut belum terdapat sarana PLBN atau sarana yang 




















perbatasan Papua khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang masih bersifat 
illegal (Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015). 
3. Persoalan hubungan Indonesia – PNG yang terkait dengan pergerakan lintas batas 
penduduk memerlukan pemahaman, dan diperlukannya kajian mengenai kawasan 
perbatasan Indonesia – PNG yang masih terbatas sehingga memerlukan 
pelaksanaan studi-studi pada berbagai bidang (Bandiyono et al, 2004). Belum 
adanya penelitian terkait kawasan perbatasan, khususnya pergerakan lintas batas 
di kawasan perbatasan Indonesia – PNG di wilayah Pegunungan Tengah Papua, 
namun terdapat 3 distrik di Kawasan Perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang 
yang telah ditentukan menjadi Lokpri dengan fungsi sebagai exit-entry point (Pos 
Lintas Batas) memerlukan pelaksanaan studi-studi pada berbagai bidang terutama 
pada topik pergerakan lintas batas. 
4. Adanya organisasi illegal selain OPM yang beroperasi di Kawasan Perbatasan, 
OSEA (Organisasi Serikat Ekonomi Aman) yang dibentuk oleh masyarakat asli 
dan berdomisili di salah satu kampung (Kampung Ewenkatop di Distrik Iwur). 
Organisasi ini memiliki anggota dari Papua New Guinea juga penduduk yang 
dulunya adalah bagian dari OPM. Adanya kegiatan-kegiatan organisasi yang 
dapat diadakan di Indonesia maupun di PNG dan mengharuskan kehadiran 
anggotanya membuat semakin intensifnya pergerakan lintas batas yang terjadi di 
kawasan perbatasan Indonesia – PNG, khususnya di kawasan perbatasan 
Kabupaten Pegunungan Bintang. 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pergerakan masyarakat di kawasan perbatasan negara di Papua dengan 
Papua New Guinea (Studi kasus: Distrik Iwur di Kabupaten Pegunungan 
Bintang)? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penduduk kawasan 
perbatasan Papua-PNG untuk melakukan pergerakan lintas batas? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Mengidentifikasi pergerakan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi 





















2. Mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor terhadap keputusan penduduk untuk 
melakukan pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan antar negara Indonesia–
PNG. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari “Pergerakan Lintas Batas Masyarakat di Kawasan Perbatasan antar 
Negara Kabupaten Pegunungan Bintang dan Papua New Guinea”, yaitu: 
1. Studi ini dilakukan untuk mengetahui tentang gambaran pergerakan yang 
dilakukan penduduk antar kawasan perbatasan, dan juga faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
2. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pergerakan lintas batas yang dilakukan 
penduduk di kawasan perbatasan. 
3. Studi ini juga menjadi pemahaman tentang proses pergerakan lintas batas 
penduduk yang dapat diakomodir dalam rencana pembangunan daerah perbatasan. 
1.6 Ruang Lingkup 
1.6.1 Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi digunakan untuk memberi batasan pada penelitian yang 
dilakukan serta materi yang digunakan agar terfokus dan dapat menjawab semua masalah 
penelitian yang telah ditentukan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu: 
1. Pembahasan deskriptif kuantitatif terkait gambaran umum, seperti kondisi 
kependudukan, kondisi sarana transportasi, kondisi keamanan, dan kondisi 
kebudayaan di Distrik Iwur yang merupakan salah satu kawasan perbatasan antar 
Republik Indonesia dan Papua New Guinea di Kabupaten Pegunungan bintang. 
2. Pembahasan deskriptif terkait pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan, 
seperti jenis pergerakan yang dilakukan, lama pergerakan, lama tinggal di negara 
tujuan, biaya yang dikeluarkan, rute pergerakan, serta maksud melakukan 
pergerakan.  
3. Pembahasan menggunakan metode statistik sederhana untuk mengetahui jumlah 
pergerakan dan faktor yang mempengaruhi keputusan penduduk melakukan 
pergerakan lintas batas. 
4. Pembahasan menggunakan metode analisis regresi untuk mengetahui faktor-
faktor yang paling mempengaruhi penduduk kawasan perbatasan untuk 




















1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 
Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki luas 1.568,3 Ha terletak antara 140o05’00”-
141o00’00” Bujur Timur dan 3o04’00”-5o20’00” Lintang Selatan. Kabupaten Pegunungan 
Bintang terdiri dari 34 distrik dengan batas wilayah: 
Sebelah Utara : Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura 
Sebelah Selatan : Kabupaten Boven Digul 
Sebelah Barat : Kabupaten Yahukimo 
Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea 
Wilayah yang akan menjadi wilayah studi adalah 1 dari 7 distrik yang dikategorikan 
sebagai kawasan perbatasan yaitu Distrik Iwur. Distrik Iwur merupakan satu dari tiga lokasi 
prioritas (lokpri) yang direncanakan menjadi akses lintas batas negara di Kabupaten 
Pegunungan Bintang bersama dengan Distrik Batom dan Distrik Kiwirok Timur (BNPP, 
2015). Pelingkupan wilayah studi menjadi satu distrik dikarenakan kawasan perbatasan yang 
luas dan adanya keterbatasan berupa kondisi aksesibilitas antar distrik kawasan perbatasan 
yang hanya dapat ditempuh menggunakan jalur udara dengan jadwal penerbangan yang tidak 
menentu. Pelingkupan wilayah menjadi satu distrik di Indonesia juga disebabkan karena 
belum berfungsinya Distrik Iwur sebagai akses lintas batas dan belum adanya PLBN di 
Distrik ini sehingga pergerakan menuju PNG tidak dapat dilakukan secara resmi atau melalui 
























Gambar 1.1 Administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang 





















1.7 Kerangka Pemikiran 
 






















1.8 Sistematika Pembahasan 
Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab 
II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Pembahasan dan Bab V 
Kesimpulan dan Saran. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang pengambilan penelitian, identifikasi masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan kerangka 
pemikiran dari penelitian Identifikasi Pergerakan Lintas Batas antar Kawasan Perbatasan 
Negara. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II menjabarkan teori-teori yang membantu dalam pengerjaan penelitian dan 
menjadi acuan dalam mendefinisikan substansi penelitian. Teori tentang kawasan 
perbatasan, teori tentang pergerakan lintas batas, kebijakan terkait, studi terdahulu dan 
kerangka teori. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab III menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian 
meliputi jenis penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, diagram alir 
penelitian, penentuan variabel penelitian, metode analisis data dan desain survei. 
Komponen-komponen pada Bab III ini digunakan untuk memperoleh data hingga mengolah 
data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab IV berisikan hasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian dijelaskan secara 
sistematis dari gambaran umum kawasan perbatasan, penjabaran hasil survei, dan penjabaran 
hasil analisis. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dialami peneliti 




























2.1 Teori Kawasan Perbatasan 
2.1.1 Definisi Kawasan Perbatasan 
Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam 
sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di 
darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Kawasan Perbatasan di Indonesia terdiri 
atas 2 yaitu kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut (Peraturan BNPP No. 1 
Tahun 2015) 
Kawasan perbatasan darat sepanjang 3092,8 km yang terdiri dari Kawasan Perbatasan 
Kalimantan dengan Malaysia sepanjang 2004 km, Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara 
Timur dengan Republik Demokratik Timor Leste sepanjang 268,8 km, dan Kawasan 
Perbatasan Papua dengan Papua New Guinea sepanjang 820 km. Kawasan perbatasan laut 
yang merupakan sisi dalam garis batas yurisdiksi atau teritorial hingga kecamatan yang 
berhadapan langsung dengan negara lain, dalam hal garis batas yang belum disepakati 
menggunakan garis batas klaim terjauh atau ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif). Kawasan 
perbatasan laut di Indonesia yaitu wilayah laut antara Indonesia dengan negara yang 
berbatasan langsung yaitu Thailand, Malaysia, India, Vietnam, Singapura, Filipina, Republik 
Demokratik Timor-Leste, Australia dan Kepulauan Palau (Rencana Induk Pengelolaan Batas 
Negara 2015-2019) 
Secara teknis, dalam penentuan kawasan perbatasan menggunakan 2 jenis pendekatan 
(Guo, 2005:6-16) 
1. Natural Border, penentuan batas berdasarkan faktor kondisi alam (pegunungan, 
sungai, danau, laut, teluk, selat). Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam aspek 
pertahanan dan keamanan. Rentan terjadi konflik apabila tidak penentuan batas 
tidak memiliki kesepakatan bilateral atau pada beberapa kasus, kesepakatan 
multilateral. Selain aspek pertahanan dan keamanan, pendekatan ini juga dapat 
mendukung kepariwisataan suatu negara. Salah satu kelemahan dari pendekatan 
ini adalah munculnya kesulitan dalam pembagian pengelolaan sumber daya alam 






















2. Artificial Border, apabila tidak terdapat kondisi alam yang dapat dijadikan sebagai 
batas di antara dua negara atau lebih yang berdekatan, dapat digunakan 
pendekatan ini. Pada umumnya pendekatan buatan terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Benda buatan seperti patok-patok perbatasan, Tembok China, dan Tembok 
Berlin.  
b. Secara geometrik menggunakan garis meridian 
c. Secara kultural atau dilihat dari perbedaan budaya yang ada diantara dua 
negara yang berbatasan 
Pada proses pembagian kawasan perbatasan Indonesia dan PNG di Papua melakukan 
kedua pendekatan tersebut. Pendekatan Natural terdapat pada garis perbatasan yang 
mengikuti bentuk geografis titik terdalam Sungai Fly (Thalweg) yang berada di antara 
Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel (Indonesia) dan Provinsi Western (PNG). 
Pendekatan Artificial terdapat pada garis lurus dengan meridian astronomis 141o01’00’’ BT 
sampai 141o01’10’’ BT (terpotong dengan garis perbatasan yang disepakati berdasarkan 
Pendekatan Natural). 
2.1.2 Fungsi Kawasan Perbatasan 
Fungsi kawasan perbatasan menurut Guo (2005) dan Van Well (2006) antara lain: 
1. Fungsi Legal, garis batas negara dengan jelas membagi kedua wilayah negara 
secara formal dalam kewenangan negara 
2. Fungsi Kontrol, dimana pemerintah mengendalikan setiap kegiatan yang terjadi di 
perbatasan  
Fungsi kawasan perbatasan menurut Van Well (2006) antara lain: 
1. Barriers, kawasan perbatasan sebagai batas yang jelas untuk melakukan aktivitas 
ekonomi, penerapan hukum, urusan administratif, perencanaan fisik, dan juga 
aspek kebudayaan. 
2. Bridges, atau fungsi jembatan merupakan salah satu fungsi kawasan perbatasan 
dimana kawasan perbatasan menjadi salah satu kawasan strategis dan juga yang 
dapat meningkatkan kapasitas pembangunan suatu negara. 
3. Resources, adanya fungsi pemanfaatan sumber daya baik dari sudut pandang 
ekonomi maupun politik serta adanya kesepakatan pembagian batas dalam 
pengelolaan sumber daya. 
4. Symbols of Identity, kawasan perbatasan menjadi beranda negara sehingga salah 
satu akibat jangka panjang yang dapat ditimbulkan adalah kawasan perbatasan 























Gambar 2.1 Jenis pendekatan kawasan perbatasan darat Indonesia-PNG. 






















2.1.3 Jenis Penduduk Perbatasan  
Penduduk di kawasan perbatasan sering berkaitan erat dengan orang asing atau warga 
negara asing (di negara yang berbatasan), terutama dalam kasus pergerakan lintas batas yang 
intens. Adanya gaya dorong yang besar dari pemerintah internasional mendorong penduduk 
perbatasan untuk beraktivitas di kawasan perbatasan, hal ini menghasilkan adanya hubungan 
transnasional dan juga gaya hidup yang menyesuaikan hubungan tersebut. Di lain sisi, 
terdapat beberapa sektor populasi yang tetap melindungi dirinya dari kegiatan transnasional, 
dan kehidupan mereka tidak terlalu dipengaruhi dengan faktor bahwa mereka tinggal di 
kawasan perbatasan (Martinez, 2002: 6) 
Berdasarkan dua definisi yang berlawasan tersebut, maka penduduk perbatasan dapat 
terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) National borderlanders, dan (2) Transnational 
borderlanders.  
National borderlanders adalah penduduk yang mengikuti pengaruh ekonomi dan 
budaya dari negara yang berbatasan, namun memiliki tingkat hubungan yang rendah karena 
ketidakpedulian mereka terhadap negara tetangga sebelah mereka atau keengganan atau 
ketidakmampuan mereka untuk berfungsi dengan cara substantif dalam kelompok penduduk 
di negara yang berbatasan. Sebaliknya, Transnational borderlanders adalah individu yang 
memelihara hubungan yang signifikan dengan negara tetangga mereka berusaha mengatasi 
rintangan yang menghambat hubungan semacam itu dan mereka memanfaatkan setiap 
kesempatan untuk berkunjung, seperti berbelanja, bekerja, belajar, atau hidup sementara di 
negara tetangga (Martinez, 2002: 6). 
 
Gambar 2.2 Jenis penduduk kawasan perbatasan. 





















2.2 Teori Pergerakan Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Negara 
2.2.1 Teori Pergerakan 
Menurut Gunawan et al (2007; 113) Interaksi memiliki arti sebagai suatu hubungan 
timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan dapat 
menimbulkan gejala, kenampakan ataupun permasalahan baru. Dalam hubungan timbal 
balik ini terdapat proses pergerakan (Gunawan et al, 2007; 113), yaitu: 
1. Pergerakan manusia atau mobilitas 
Pergerakan atau mobilitas penduduk merupakan salah satu masalah di kawasan 
perbatasan Indonesia – PNG. Pergerakan ini pada dasarnya merupakan bentuk 
respon terhadap perbedaaan kondisi di suatu wilayah, karena itu pergerakan 
penduduk dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Permasalahan di 
kawasan perbatasan menjadi lebih beragam dimana tidak hanya pergerakan 
tradisional, terdapat juga masalah yang timbul karena adanya program transmigrasi 
dan migran spontan di kawasan perbatasan, dan pelintas batas tidak resmi (illegal 
movers) ke PNG (refugee) maupun Papua (Bandiyono et al, 2004: 2)  
2. Pergerakan atau perpindahan informasi dan/atau gagasan komunikasi, seperti 
informasi tentang teknologi, pariwisata, dan bencana alam. 
3. Perpindahan barang atau jasa, seperti perpindahan hasil pertanian, produk industri, 
dan barang tambang. 
Berdasarkan Thesaurus Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Pergerakan/Mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah atau gerak perubahan yang terjadi di 
antara warga masyarakat, baik secara fisik maupun secara sosial.  
2.2.2 Jenis Pergerakan 
Menurut Mantra (2000:174) Jenis pergerakan/mobilitas penduduk horizontal terdiri 
atas 2, yaitu: 
1. Pergerakan/mobilitas penduduk permanen atau migrasi, adalah pergerakan 
penduduk dari daerah asal menuju daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Batas 
waktu yang digunakan untuk menentukan apakah penduduk yang telah melakukan 
pergerakan menetap di daerah tujuannya lebih dari sama dengan 6 (enam) bulan. 
Pergerakan lintas batas yang bersifat permanen sangat jarang terjadi di Papua dan 
sebagian besar pelaku pergerakan lintas batas yang bersifat permanen di Papua 
adalah kaum perempuan. Salah satu penyebab yang terjadi apabila masyarakat di 
kawasan perbatasan memutuskan untuk menetap di wilayah tujuannya adalah 






















Pegunungan Bintang dimana apabila terjadi pernikahan, perempuan diwajibkan 
untuk mengikuti suami dan tinggal di bersama suami (Ningmabin, 2015) Suku 
Murop yang mendiami wilayah Distrik Iwur juga memiliki budaya ini. 
2. Pergerakan/mobilitas penduduk non-permanen atau sirkuler, adalah pergerakan 
penduduk dari daerah asal menuju daerah lain namun tidak memiliki tujuan untuk 
menetap. Batas waktu untuk jenis mobilitas ini terdiri dari 2 yaitu: 
a. Perpindahan ulang alik (commuting) dilakukan dalam 6 (enam) jam atau lebih 
namun kembali ke daerah asal pada hari yang sama 
b. Perpindahan dengan menginap dilakukan lebih dari sehari, tetapi kurang dari 6 
(enam) bulan.  
2.2.3 Determinan Pergerakan 
Menurut Mantra (2000:179) salah satu teori yang memengaruhi individu untuk 
mengambil keputusan dalam untuk melakukan perpindahan adalah teori kebutuhan (need) 
dan stres (stress). Teori ini menyatakan bahwa apabila kebutuhan individu (ekonomi, sosial, 
politik, dan psikologi) tidak terpenuhi maka akan menimbulkan stres pada individu tersebut. 
Tingkat stres berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan individu. 
Pengaruh stres terhadap motivasi individu untuk berpindah terdiri dari dua, yaitu 
tingkat stres yang dalam batas toleransi dimana individu tidak akan berpindah namun 
berusaha menyesuaikan kebutuhannya dengan kondisi daerah asal, dan tingkat stres yang 
berada diluar batas toleransi dimana individu telah memikirkan untuk berpindah ke daerah 
lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Individu akan berpindah dari daerah yang 
memiliki utilitas (place utility) rendah ke daerah yang memiliki utilitas (place utility) tinggi 
dimana kebutuhannya dapat terpenuhi. 
 
Gambar 2.3 Hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk. 





















Pada Gambar 2.9 terdapat bagian yang menjelaskan bahwa apabila stres yang terjadi 
tidak melebihi batas toleransi maka tidak terjadi perpindahan namun dapat memungkinkan 
untuk terjadi perpindahan non-permanen. Perpindahan non permanen dapat dipengaruhi dari 
daya tarik daerah asal atau faktor yang menarik individu untuk tetap tinggal di daerah asal 
(centripetal forces) dan daya dorong daerah asal atau faktor yang mendorong individu untuk 
berpindah dari tempat asalnya (centrifugal forces) (Mitchell, 1961 dalam Mantra, 2000:184-
186). Kekuatan sentripetal atau centripetal forces dapat berupa tanah warisan/tanah ulayat, 
adanya keluarga dengan kondisi tertentu, keterikatan individu dengan tempat kelahirannya. 
Kekuatan sentrifugal atau centrifugal forces dapat berupa keterbatasan lapangan kerja, 
keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana untuk kebutuhan. 
 
Gambar 2.4 Keterkaitan daya tarik daerah asal dengan pergerakan penduduk non permanen. 
Sumber: Mantra (2000:186). 
Menurut Bodvarsson dan Van den Berg (2009:6–7), keputusan seseorang untuk 
melakukan imigrasi dipengaruhi oleh faktor yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: 
1. Faktor ‘pendorong’ (push factors) dari wilayah asal yang mendorong seseorang 
untuk bermigrasi. Faktor-faktor ini terdiri dari kejadian-kejadian yang bersifat 
negatif di wilayah asal seperti kelaparan, kemiskinan, upah yang rendah, dan lain-
lain. 
2. Faktor ‘penarik’ (pull factors) dari wilayah tujuan yang menarik seseorang untuk 
berpindah ke wilayah tujuan tersebut. Beberapa contoh dari pull factors yaitu, 
upah yang tinggi, adanya lapangan pekerjaan, dan juga reuni keluarga. 
3. Faktor positif (stay factors) yang menarik seseorang untuk tetap tinggal di 
wilayah asal.  
4. Faktor negatif (stay away factors) yang menahan keinginan seseorang untuk 
pergi ke wilayah lain/wilayah tujuan. 
Selain 4 kategori faktor tersebut, terdapat 3 faktor yang juga memengaruhi seseorang 






















1. Biaya perpindahan atau apa yang harus dikorbankan selama perjalanan dilakukan, 
yaitu biaya transportasi, bahaya yang dihadapi selama melakukan perjalanan, 
waktu perjalanan, dan penghasilan yang hilang selama perjalanan dilakukan. 
2. Hambatan yang dihadapi ketika akan keluar dari negara asal, seperti visa dan 
pajak, serta kondisi yang tidak membolehkan seseorang untuk melakukan 
perjalanan keluar negaranya, seperti adanya hukuman penjara. 
3. Hambatan yang dihadapi ketika akan masuk ke negara tujuan, seperti visa, kuota 
imigran yang diterima, adanya larangan tertentu (seperti larangan membawa 
minuman beralkohol) dan lain-lain.  
 
Gambar 2.5 Determinan seseorang untuk melakukan migrasi. 
Sumber: Bodvarsson dan Van den Berg (2009:7) 
Dalam penelitian Guntoro (2016), variabel yang mempengaruhi penduduk melakukan 
migrasi terdiri atas 3, yaitu: 
1. Faktor karakteristik individu, yang terdiri dari jenis kelamin, umur, status 
perkawinan. 
2. Faktor sosial ekonomi, yang terdiri atas tingkat pendidikan, pendapatan, 
kepemilikan rumah dan pekerjaan. 
3. Faktor karakteristik rumah tangga, yang terdiri dari area tempat tinggal, dan 





















2.2.4 Pergerakan Lintas Batas 
Konsep batas wilayah dan konsep waktu digunakan menjadi indikator mobilitas 
penduduk secara horizontal ini didasarkan pada paradigma ilmu geografi yang konsepnya 
berdasarkan wilayah dan waktu (space and time concept). Pergerakan lintas batas merupakan 
pergerakan penduduk yang dilakukan dengan melewati batas negara di kawasan perbatasan 
antar negara. Pergerakan ini tergolong dalam mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas 
penduduk geografis dimana penduduk melewati batas wilayah dan menuju ke wilayah lain 
dalam periode waktu tertentu (Mantra, 2000:172). 
Berdasarkan peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 dan penelitian Setyawan (2009), 
pergerakan lintas batas di Papua juga terbagi menjadi 2, yaitu:  
1. Pergerakan lintas batas legal, yaitu pergerakan lintas batas yang melalui tempat 
pemeriksaan imigrasi dalam bentuk pos lintas batas, dan 
2. Pergerakan lintas batas illegal, yaitu pergerakan lintas batas yang dilakukan tanpa 
melalui tempat pemeriksaan imigrasi. 
Pergerakan lintas batas illegal dapat terjadi dikarenakan belum optimalnya fungsi 
kawasan perbatasan yang berfungsi sebagai akses lintas batas, hal ini dapat dilihat di wilayah 
studi (Kabupaten Pegunungan Bintang) dimana  ketiga wilayah yang menjadi lokpri dengan 
fungsi akses lintas batas yaitu Distrik Batom, Distrik Iwur dan Distrik Kiwirok Timur yang 
belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 
Beberapa tujuan melakukan pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan Papua-PNG 
berdasarkan RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2031 dan penelitian Setyawan 
(2009), antara lain: 
1. Tujuan ekonomi, seperti berdagang, berbelanja, dan mengolah lahan (berladang 
atau berkebun di Tanah Ulayat) 
2. Tujuan sosial, yaitu mengunjungi sanak keluarga. 
3. Tujuan budaya, seperti kegiatan budaya yang masih dilakukan dan melibatkan 
semua anggota suku, seperti pernikahan, upacara adat, berburu, dan perang suku. 
4. Tujuan politik, kegiatan organisasi separatis.  
Mobilitas sirkuler yang sering terjadi di kawasan perbatasan Papua-PNG adalah 
pergerakan dengan tujuan sosial dan tujuan ekonomi, yaitu berdagang, berladang, dan reuni 






















2.2.5 Determinan Pergerakan Lintas Batas 
Apabila disesuaikan dengan kondisi kawasan perbatasan Papua-PNG, khususnya di 
Kabupaten Pegunungan Bintang, maka berikut variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini: 
1. Faktor karakteristik individu, yang terdiri dari jenis kelamin, status perkawinan, 
usia, pendidikan terakhir, kewarganegaraan (Bashaw dan Grant, 1994) dan 
keanggotaan dengan organisasi  (Setyawan, 2009) 
2. Faktor sosial ekonomi, yang terdiri dari pendapatan, pekerjaan (Guntoro, 2016) 
kepemilikan tanah (tanah ulayat) dan adanya anggota keluarga di negara tujuan 
(Setyawan, 2009) dan (Bodvarsson dan Van den Berg, 2009) 
3. Faktor budaya, yang terdiri dari asal suku, kebiasaan adat seperti berburu, upacara 
adat,  dan pernikahan (Setyawan 2009) 
2.2.6 Angkutan Lintas Batas Negara 
Adanya pergerakan lintas batas menjadi salah satu alasan adanya penyelenggaraan 
angkutan lintas batas negara. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan juga dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Angkutan Lintas 
Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara 
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek atau lintasan kendaraan 
umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan 
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan 
trayek lintas batas disesuaikan dengan perjanjian antar negara. Pelayanan angkutan lintas 
batas negara diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada 
kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan; 
2. Pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan 
angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama 
perjalanan;  
3. Dilayani hanya oleh mobil bus besar atau mobil bus sedang dengan pelayanan 
non ekonomi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antar negara; 
4. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan 
tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A, atau simpul transportasi lainnya 





















5. Prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan lintas batas negara 
sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan. 
Meskipun telah ada peraturan yang berlaku namun hingga saat ini di Papua belum 
terdapat angkutan lintas batas negara baik moda maupun prasarana yang mendukung. 
Hingga saat ini hanya terdapat angkutan perdesaan maupun angkutan kota yang hanya 
melayani hingga desa atau distrik yang berada di kawasan perbatasan Papua-PNG, seperti di 
Jayapura yang memiliki trayek angkutan umum Terminal Youtefa – Skouw (Kampung 
perbatasan di Jayapura yang berbatasan langsung dengan Wutung, PNG) dan Terminal 
Youtefa – Perbatasan RI PNG (PLBN Skouw). Pada wilayah studi peneliti yaitu di 
Kabupaten Pegunungan Bintang belum terdapat angkutan lintas batas negara, angkutan 
perdesaan maupun angkutan kota, moda transportasi yang digunakan menuju kawasan 
perbatasan (darat dan udara) hanya beroperasi dengan jadwal yang tidak rutin dan juga sesuai 
kebutuhan dimana biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 500.000 untuk pesawat dengan jadwal 
penerbangan 2 minggu sekali atau biaya lebih dari Rp 30.000.000 untuk charter. Biaya 
transportasi darat sekitar Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp 400.000 – Rp 
500.000 untuk kendaraan roda dua, dimana perjalanan yang dilakukan tidak sampai pada 
tujuan karena kondisi jaringan jalan yang tidak memadai. Hal ini juga yang menyebabkan 
pergerakan lintas batas di Kawasan Perbatasan Papua-PNG dilakukan dengan berjalan kaki.  
Pergerakan yang dilakukan dengan berjalan kaki melewati batas negara terutama pada 
wilayah Kabupaten Pegunungan Tengah, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Boven Digoel 
tidak melalui PLB, namun melewati hutan dan ‘jalan tikus’ karena kawasan perbatasan yang 
tidak dipagari dan sangat luas sehingga tidak terdapat pengawasan di kawasan ini.   
2.3 Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk menginterpretasi data survei dalam 
bentuk proporsi, berikut penjelasan teori statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
2.3.1 Metode Sturgess 
Banyaknya pergerakan lintas batas akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas 
frekuensi pergerakan lintas batas yang dilakukan dengan menggunakan metode Sturgess: 
𝐶 = 1 + 3,33 𝐿𝑜𝑔 𝑁 ........................................................................................... (2-1) 
Dengan: 
C = Jumlah Kelas 



























  ................................................................................................................... (2-2) 
Dengan: 
𝑖 = Lebar Kelas 
𝑅 = Range yang didapat dari perhitungan skor tertinggi dikurangi skor terendah 
ditambah satu. 
𝑘 =  Banyaknya kelas inteval 
Perhitungan rumus lebar kelas interval juga mengacu pada anjuran dari Guilford 
dimana hasil dari metode Sturgess akan dibandingkan dengan anjuran Guilford yang 
menggunakan angka-angka i = 1, 2, 3, 5, 10 dan 20. Dengan pengelompokkan ini, dapat 
diketahui frekuensi pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan antar negara Indonesia – 
PNG. 
2.4 Metode Sosiogram 
Metode sosiogram digunakan untuk menggambarkan interaksi dan ketergantungan 
antar wilayah ke dalam bentuk grafik yang dilihat dari gerakan masyarakat (movement of 
people) antar kelompok permukiman atau wilayah untuk memilih dan memanfaatkan 
fasilitas pelayanan yang dibutuhkan (Muta’ali, 2015; 173). Grafik metode sosiogram 
ditunjukkan dengan arah panah dari tempat asal ke tempat tujuan. Survei asal-tujuan dapat 
digunakan sebagai acuan data dalam penggambaran grafik yang akan menjadi peta orientasi 
pergerakan penduduk. 
 
Gambar 2.6 Contoh Sosiogram pada peta. 





















2.5 Analisis Regresi Logistik Biner 
Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk memprediksikan pengaruh dari 
variabel independent/bebas terhadap besarnya nilai variabel dependent/ terikat. Dalam 
penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah variabel dikotomi yang 
menggambarkan keputusan seseorang melakukan perpindahan lintas batas atau migrasi, 
sehingga analisis regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis Regresi 
Logistik Biner. Estimasi model regresi logistik biner untuk penelitian ini dapat dilihat pada 
rumus (3-6) 
𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝜋(𝑥)
1−𝜋(𝑥)
) = 𝐵0 + 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2+. . . +𝐵𝑛𝑥𝑛   ...................................... (2-3) 
Dengan: 
𝑔(𝑥) = Variabel terikat 
𝐿𝑛 = Log Natural 
𝜋(𝑥) = Probabilitas regresi logistik 
𝐵𝑛 = Konstanta 
𝑥𝑛 = Variabel Bebas 




 ............................................................................ (2-4) 
Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi logistik, antara lain: 
1. Hubungan linier antara variabel terikat dan variabel bebas tidak diasumsikan. 
2. Variabel terikat hanya terdiri dari 2 variabel (bersifat dikotomi). 
3. Variabel bebas tidak diharuskan mempunyai keragaman sama antar-kelompok. 
4. Kategori dalam variabel bebas harus bersifat eksklusif atau terpisah antara satu 
dan lainnya. 
5. Jumlah sampel yang dibutuhkan besar.  
2.6 Kebijakan terkait Kawasan Perbatasan Provinsi Papua-PNG  
2.6.1 Peraturan BNPP Nomor 1 tahun 2015 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, dan Rencana 
Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015 – 2019  
Kebijakan terkait kawasan perbatasan yang ada dalam peraturan BNPP No. 1 Tahun 
2015, antara lain: 
1. Garis batas darat Indonesia dengan Papua Nugini yang disepakati terdiri dari dua 






















01’00”BT mulai dari utara Irian Jaya (Papua) ke selatan sampai ke sungai Fly dan 
natural border di Sungai Fly (Thalweg) yang menggunakan titik terdalam dari 
sungai ke selatan sampai memotong meridian 141 º 01’ 10” BT. Demarkasi batas 
sepanjang perbatasan kedua negara (±820km) telah dilaksanakan bersama antara 
Indonesia dengan PNG dengan menempatkan sebanyak 52 pilar dari MM 1 
sampai dengan MM 14A yang merupakan batas utama Meridian Monument yang 
telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973. Saat ini jumlah tugu 
utama (MM) yang tersedia berjumlah 52 buah (Pilar MM 1 sampai dengan MM 
14A), sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. 
Tabel 2.1 Koordinat Meridian Monument Papua-PNG 
No. Meridian Monument Lokasi Posisi Lintang Bujur 
1.  MM 1 Wutung 2° 35´ 39” 
2.  MM 2 New Moso 2° 40´ 42” 
3.  MM 2.1 Niau 2° 46´ 30” 
4.  MM 2.2 (Sei) Sangke 2° 53´ 44” 
5.  MM 2.3 Sawan/Samma 2° 57´ 13” 
6.  MM 3.A Skotiau 3° 01´ 11” 
7.  MM 4.A Waris Keandega 3° 14´ 06” 
8.  MM 4.1 Senck 3° 17´ 57” 
9.  MM 4.2 Juwela 3° 28´ 30” 
10.  MM 4.3 Camberatoro/Amgotro 3° 34´ 26” 
11.  MM 4.4 Pananggan Track 3° 39´ 17” 
12.  MM 4.5 Cambriap 3° 39´ 26” 
13.  MM 5 Sei Hausel/wusme 3° 55´ 16” 
14.  MM 5.1 Bicksi 4° 03´ 38” 
15.  MM 6.A Sei Sepik 4° 08´ 39” 
16.  MM 6.1 Batom 4° 23 ´58” 
17.  MM 6.2 Sei Sepik 4° 33´ 50” 
18.  MM 6.3 Tomolbil 4° 45´ 00” 
19.  MM 7 Start Mountion 4° 54´ 54” 
20.  MM 7.1 Kawen Tikin 5° 08´ 41” 
21.  MM 7.2 Kiwirok 5° 11´ 59” 
22.  MM 7.3 Hugo 5° 17´ 56” 
23.  MM 7.4 Longoromngo 5° 27´ 30” 
24.  MM 7.5 Irimkwi 5° 29´ 34” 
25.  MM 7.6 Bankin 5° 33´ 55” 
26.  MM 7.7 Kurumkin 5° 36´ 40” 
27.  MM 8 Ingembit 5° 38´ 33” 
28.  MM 8.1 Ninati/Opka 5° 42´ 04” 
29.  MM 8.2 Honombitan 5° 47´ 23” 
30.  MM 9 Jat 5° 52´ 39” 
31.  MM 9.1 Hatkamban 5° 59´ 32” 
32.  MM 9.2 Hankeh 6° 04´ 58” 
33.  MM 10 Angamarut 6° 13´ 32” 
34.  MM 11.A Domongi 6° 53´ 26” 
35.  MM 11.1 Nake Track 7° 06´ 05” 
36.  MM 11.2 Koropa Track 7° 17´ 10” 
37.  MM 11.3 Maroa Track 7° 27´ 16” 
38.  MM 11.4 Obo Track 7° 31´ 38” 





















No. Meridian Monument Lokasi Posisi Lintang Bujur 
40.  MM11.6 Track 7° 40´ 59 
41.  MM 12 Seiwawai 7° 4´ 19” 
42.  MM 12.1 Erambu 8° 0´ 48” 
43.  MM 12.2 Kamdeg 8°12´ 36” 
44.  MM 12.3 Jalan Trans Irian 8° 04´ 08” 
45.  MM 12.4 Jalan Trans Irian 8° 07´ 45” 
46.  MM 12.5 Jalan Trans Irian 8° 11´ 58” 
47.  MM 12.6 Jalan Trans Irian 8° 13´ 33” 
48.  MM 13 Sota/Botar 8° 25´ 45” 
49.  MM 13.1 Yanggandur Track 8° 36´ 19” 
50.  MM 13.2 Yanggandur Track 8° 38´ 47” 
51.  MM 13.3 Sakiramke 8° 52´ 29” 
52.  MM 14.A Muara Bensbach 9° 07´ 34” 
Sumber: BPKD Provinsi Papua, 2008 
2. Garis batas laut Indonesia dengan Papua New Guinea telah disepakati 100%. 
Panjang garis batas Dasar Laut Tertentu diukur mulai dari titik koordinat C5 s.d 
C1 sekitar 226,1 mil laut atau 418,8 km, dan dari titik koordinat B3 s.d B1 sekitar 
20,23 mil laut atau 22,08 km. 
3. Kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki 3 lokasi prioritas 
(Lokpri) dengan jenis Lokpri darat. Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan-
kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah 
Konsentrasi Pengembangan (WKP) yang ditetapkan dalam Peraturan BNPP No. 
1 tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan 
Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Lokpri darat adalah kecamatan yang 
berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat; kecamatan yang 
difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); kecamatan yang 
termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas Batas) berdasarkan Border 
Crossing Agreement RI dengan negara tetangga. Lokpri Laut adalah kecamatan 
yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut hingga batas 
yurisdiksi atau teritorial, dalam hal garis batas yang belum disepakati 
menggunakan garis batas klaim terjauh; kecamatan yang difungsikan sebagai 
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); kecamatan lokasi Pulau-Pulau Kecil 
Terluar; dan kecamatan yang termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas 
Batas) berdasarkan Border Crossing Agreement RI dengan negara tetangga; 























a. Lokpri darat yang berbatasan langsung dengan distrik negara tetangga (Tipe 
1). 
 
Gambar 2.7 Lokpri tipe I. 
Sumber: BNPP, 2015 
b. Lokpri laut di kepulauan & PPKT yang berbatasan dengan negara tetangga 
berupa selat (Tipe 2). 
 
Gambar 2.8 Lokpri tipe II. 
Sumber: BNPP, 2015 
c. Lokpri laut di pulau besar (mainland) yang berbatasan dengan negara tetangga 
berupa selat (Tipe 3). 
  
Gambar 2.9 Lokpri tipe III. 





















d. Lokpri laut yang berhadapan dengan samudera (Tipe 4)  
 
Gambar 2.10 Lokpri Tipe IV. 
Sumber: BNPP, 2015 
Lokpri di Pulau Papua terdiri dari dua jenis lokpri, yaitu Lokpri tipe 1 dan Lokpri 
tipe 4. Persebaran Lokpri di Pulau Papua terdapat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Jenis Lokpri dan Sebaran Lokasinya 
Provinsi Kota/Kabupaten Batas Lokpri Tipe Lokpri 
Papua Supiori L  Supiori Barat 
Lokpri tipe 4 
  L  Supiori Utara 
  L  Kep. Aruri 
  L  Supiori Timur 
 Kota Jayapura D Skouw 
Lokpri tipe 1 
 Keerom D  Web 
  D  Senggi 
  D  Waris 
  D  Arso Timur  
  D  Towe 
 Peg. Bintang D  Batom 
  D  Iwur 
  D  Pepera 
  D  Oksomol 
  D  Tarub 
  D  Kiwirok Timur 
  D  Mufinop 
  D  Okbemtau 
 Boven Digoel D  Mindiptana 
  D  Waropko 
  D  Kombut 
  D  Sesnuk 
  D  Ninati 
  D  Jair 
  D  Mondobo 
 Merauke  D  Eligobel 
  D/L  Naukenjerai 
  D  Sota 
  D  Muting 
  D  Ulilin 
Papua Barat Raja Ampat  L  Kep. Ayau 
Lokpri tipe 4 
    L  Ayau 
Keterangan     
Batas : D (Darat)    
     L (Laut)    






















4. Sebagai fasilitas aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan PNG melalui 
Agreement RI-PNG di Port Moresby pada tanggal 18 Maret 2003, telah disepakati 14 
pos lintas batas tradisional. Dari 14 pos lintas batas tersebut, pos yang sudah 
beroperasi hanya 2, yaitu Pos Lintas Batas di Distrik Muara Tami, dan Pos Lintas 
Batas di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura 
masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau 
dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Untuk Distrik 
Muara Tami, Kampung Skouw Sae yang berbatasan langsung dengan area Wutung 
(PNG), didirikan Pos Lintas Batas, sebagai batas sekaligus pintu masuk/keluar RI-
PNG. Untuk melintasi batas negara ini masyarakat diperbolehkan untuk tidak 
menggunakan paspor. Untuk melintas dapat dilakukan sebelum pukul 17.00 WIT 
dimana setelah itu gerbang perbantasan kedua negara akan ditutup sehingga tidak ada 
aktivitas lintas batas pada malam hari. Lain halnya dengan Lokpri Muara Tami, 
Lokpri Waropko yang merupakan wilayah di Kabupaten Boven Digoel dan paling 
dekat dengan perbatasan RI-PNG (+20 km) telah dilengkapi dengan pos imigrasi 
perbatasan. Namun secara operasionalnya, sarana ini tidak dilengkapi dengan 
personil penjaga perbatasan, dan hingga saat ini pos perbatasan tidak berfungsi. 
Pelaporan pelintas batas antar kedua negara perbatasan hanya dilakukan dengan 
melapor ke satgas setempat. 
Tabel 2.3 Pos Lintas Batas di Provinsi Papua 
Kabupaten Kecamatan Nama Pos Lintas Batas Klasifikasi/Tipologi PLB 
Merauke 
Sota Sota Tradisional/Darat 
Erambu Erambu Tradisional/Darat 
Bupul Bupul Tradisional/Darat 
Kondo Kondo Tradisional/Darat dan Laut 
Boven Digoel 
Boven Digoel Mindiptana Tradisional/Darat 
Waropko Tradisional/Darat 
Kota Jayapura Skouw Skouw Tradisional/Darat 
Keerom 





Kiwirok Timur Okyok Tradisional/Darat 
Batom Batom Tradisional/Darat 
Iwur Iwur Tradisional/Darat 
Sumber: BNPP, 2015 
5. Selain kondisi fisik lintas batas, dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara 
terdapat penjelasan terkait gambaran umum aktivitas lintas batas Indonesia. 





















Tabel 2.4 Gambaran Umum Aktivitas Lintas Batas Negara Indonesia dengan Negara yang 
Berbatasan 
No Aspek Kondisi Aktivitas Lintas Batas 
1. Sarana dan 
prasarana lintas 
batas 
1. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana dasar, sosial, 
perdagangan, dll di kawasan perbatasan. 
2. Belum optimalnya sarana prasarana CIQS di kawasan 
perbatasan. 
3. Belum adanya/ terbatasnya personil keamanan di kawasan 
perbatasan 
4. Ketersediaan PLB di sepanjang kawasan perbatasan yang 
terbatas menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan 
pergerakan tanpa melewati PLB (melewati ‘jalan tikus’ yang 
terdapat di sepanjang kawasan perbatasan) 
2. Perekonomian 
lintas batas 
1. Aktivitas pengiriman pasokan bahan kebutuhan pokok dari 
Lokpri ke negara tetangga dan sebaliknya. 
2. Aktivitas penjualan hasil produksi perikanan/ pertanian/ 
perkebunan local secara individual masyarakat perbatasan dari 
Lokpri ke negara tetangga dan sebaliknya. 
3. Aktivitas pengadaan kerjasama perdagangan antar negara di 
kawasan perbatasan (misalnya: pasar bersama). 
3. Pertahanan dan 
keamanan lintas 
batas 
1. Belum tersedianya PLB di kawasan perbatasan. 
2. Belum tersedianya sarana prasarana pertahanan dan keamanan 
yang dilengkapi teknologi canggih di kawasan perbatasan. 
3. Belum optimalnya sarana prasarana CIQS di kawasan 
perbatasan. 
4. Belum adanya/ terbatasnya personil keamanan di kawasan 
perbatasan 
4. Sosial-budaya lintas 
batas 
1. Aktivitas kunjungan masyarakat perbatasan (dengan hubungan 
kekerabatan yang erat) dari Lokpri ke negara tetangga dan 
sebaliknya. 
2. Aktivitas migrasi sementara masyarakat perbatasan dari Lokpri 
ke negara tetangga dan sebaliknya untuk urusan pekerjaan, 
sekolah, dsb. 
Sumber: BNPP, 2015 
2.6.2 Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan 
Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019 
Kebijakan terkait kawasan perbatasan yang ada dalam peraturan ini yaitu terkait 
kerjasama kelembagaan antara dua kawasan perbatasan. Kerjasama kelembagaan untuk 
batas negara RI-PNG saat ini ditangani dua lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) 
RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Joint Technical Sub 
Commitee on Survey Demarcation of the Boundary and Mapping (JTSCSDM) yang 
dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. 
2.6.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 
Berikut adalah kebijakan terkait kawasan perbatasan di Provinsi Papua yang tercantum 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013–2033: 
Strategi pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Papua: 






















2. Meningkatkan peran dan koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam 
penyelesaian batas wilayah kabupaten/kota 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan di 
kawasan perbatasan 
4. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan 
strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan 
5. Mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan 
dan keamanan dengan kawasan budidaya lainnya 
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan negara 
7. Mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif 
Pada bab 5 yaitu Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Papua, terdapat dua jenis 
kawasan strategis, yaitu Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. 
Kawasan  strategis  nasional merupakan kawasan  yang  diprioritaskan penataan ruangnya 
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional. Kawasan perbatasan 
Darat RI dengan Negara Papua Nugini yang terdiri dari Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. 
Pegunungan Bintang, Boven Digoel, dan Merauke menjadi Kawasan Strategis Nasional dari 
sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.  
Kawasan strategis provinsi terdiri atas 4 sudut pandang, yaitu kawasan strategis 
ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup, dan kawasan strategis pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon. 
Kabupaten Pegunungan Bintang dan Merauke termasuk dalam Kawasan strategis provinsi 
dari sudut pandang ekonomi. Seluruh kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua 
Nugini termasuk dalam kawasan strategis provinsi dari sudut pandang fungsi dan lingkungan 
hidup. Jayapura, Boven Digoel, Merauke termasuk dalam Kawasan strategis pengelolaan 
kawasan ekonomi rendah karbon. 
2.6.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-
2031 
Berikut adalah kebijakan terkait kawasan perbatasan di Kabupaten Pegunungan 
Bintang yang tercantum dalam kebijakan penataan ruang: 
1. Pengembangan  prasarana  wilayah  guna  membuka  keterisolasian  wilayah 
terpencil  dan  wilayah  perbatasan  negara  serta  meningkatkan  hubungan  antar 






















2. Pengembangan  prasarana  wilayah  guna  membuka  keterisolasian  wilayah 
terpencil  dan  wilayah  perbatasan  negara  serta  meningkatkan  hubungan  antar 
kabupaten,  antar  distrik,  dan  antar  kampung  dengan  satuan  permukiman 
lainnya; 
Berikut adalah strategi yang diterapkan untuk pengembangan kawasan perbatasan di 
Kabupaten Pegunungan Bintang: 
1. Strategi  untuk  mengembangkan  prasarana  wilayah  guna  membuka keterisolasian 
wilayah terpencil dan wilayah perbatasan serta meningkatkan hubungan  antar  
kabupaten,  antar  distrik,  dan  antar  kampung  dengan  satuan permukiman lainnya, 
terdiri atas:  
a. Mengembangkan  sistem  prasarana  transportasi  udara,  darat,  dan  sungai untuk  
meningkatkan  aksesibiltas,  intensitas  dan  kualitas  hubungan  keluar  
kabupaten,  antar  distrik,  antar  kampung/antar  satuan  permukiman, sampai 
pada permukiman-permukiman terpencil di wilayah pegunungan maupun di 
kawasan perbatasan negara tetangga (PNG);  
b. Mengutamakan  dan  meningkatkan  peran  transportasi  udara  melalui bandara 
perintis dan transportasi sungai melalui dermaga sungai sebelum dilayani oleh 
transportasi jalan raya;  
c. Mengembangkan keterpaduan antar moda transportasi darat, sungai, dan udara  
untuk  mewujudkan  pemerataan  perkembangan  wilayah  dan meningkatkan 
keefektifan arus atau pergerakan orang, barang dan jasa;  
2. Strategi  untuk  pemantapan  fungsi  kawasan  pertahanan  dan  keamanan negara  
dan  daerah  yaitu  kawasan  perbatasan  negara  dengan mengedepankan  
kesejahteraan  masyarakat  untuk  menciptakan  keamanan dan stabilitas kawasan 
perbatasan negara  
a. Mendukung  penetapan  Kawasan  Strategis  Nasional  dengan  fungsi khusus 
pertahanan dan keamanan negara;  
b. Mengembangkan  kegiatan  budidaya  secara  selektif  di  dalam  dan  di sekitar  
kawasan  strategis  nasional  untukmenjaga  fungsi  pertahanan  dan keamanan 
negara;  
c. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan kemananan negara.   
d. Meningkatkan  prasarana  dan  sarana  penunjang  kegiatan  sosial  ekonomi 
masyarakat  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan pemenuhan 






















e. Mengembangkan  distrik-distrik  perbatasan  dan  kampung-kampung perbatasan  
sebagai  pintu  gerbang  negara  berdasarkan  kesepakatan dengan negara 
tetangga; 
f. Mengembangkan  kegiatan  ekonomi  dan  pendidikan  terpadu  di  kawasan 
perbatasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kedua negara; dan  
g. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  pertahanan  dan  keamanan  pada pintu-
pintu  perbatasan  negara  seperti  Kodim,  Koramil,  Polsek,  Polres, dan pos-pos 
keamanan. 
2.6.5 Papua New Guinea Migration Act (Facts and Figures about Refugees in PNG 
2016) 
The Immigration and Citizenship Service Authority (ICSA) telah menyelesaikan 
sebagian besar kasus Refugee Status Determination (RSD) assessments atau Penilaian 
Penentuan Status Pengungsi dari wilayah Papua Barat (Indonesia) di  Manus dan telah 
menyediakan permukiman di PNG untuk mereka yang telah terdaftar sebagai pengungsi. 
Pencari suaka yang telah mendapat penilaian sebagai bukan pengungsi akan dikeluarkan dari 
wilayah PNG sesuai dengan PNG Migration Act. Non-pengungsi memiliki 2 pilihan untuk 
keluar dari PNG, yaitu secara sukarela atau akan mendapat bantuan dari PNG untuk 
bermukim kembali di negara asal non pengungsi tersebut. Semua pengungsi akan 
diberdayakan secepat mungkin. Berikut adalah data terakhir tentang pengungsi di PNG: 
1. Pemerintah PNG sedang melaksanakan Project Naturalisasi dan Pendaftaran 
Penduduk kepada 10.000 pengungsi dari Indonesia.  
2. Berdasarkan data ICSA, sebanyak 2721 Pengungsi Papua Barat telah terdaftar di 
provinsi Western pada akhir tahun 2015. Diperkirakan 2 tahun berikutnya semua 
pengungsi di PNG telah terdaftar dan diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai 
warga Negara PNG. 
3. The Citizenship Advisory Committee (CAC) of PNG mengadakan pertemuan untuk 
membahas terkait 1112 pendaftaran pengungsi yang diterima di East Awin, Kiunga, 
dan Port Moresby. 
4. Tujuh puluh empat (74) pengungsi telah menyelesaikan pendaftaran di Manus 
Regional Processing Centre untuk mendapatkan pelatihan selanjutnya.  
5. Sebanyak 542 pengungsi telah ditawarkan untuk bermukim di PNG 
6. Sebanyak 79 pengungsi telah ditetapkan sebagai non pengungsi dan diwajibkan 





















7. Sebanyak 317 pencari suaka sedang dalam proses penilaian oleh PNG Immigration 
and Citizenship Service Authority (ICSA). 
2.6.6 Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang 
Pengaturan-pengaturan Administratif mengenai Perbatasan antara Indonesia 
dan PNG tahun 1973 
Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tertanggal dua belas 
Pebruari 1973 yang 1 antara lain 1 menetapkan secara lebih tepat dalam hal-hal tertentu 
garis-garis batas darat di pulau Irian (New Guinea) dan menetapkan batas laut 
wilayah di tepi pantai-pantai sebelah utara dan selatan pulau Papua. Perjanjian ini juga 
mengakui perlunya melindungi hak-hak tradisionil dan kebiasaan penduduk yang bertempat 
tinggal di dekat perbatasan yang ditetapkan oleh garis-garis batas tersebut.  
1. Peraturan terkait lintas batas untuk tujuan tradisional dan kebiasaan 
a. Praktik-praktik tradisionil dan praktik-praktik kebiasaan dari para penduduk, 
yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dan merupakan warga negara dari 
negara yang bersangkutan, yang melintasi perbatasan untuk kegiatankegiatan 
tradisionil seperti hubungan sosial dan untuk keperluan lain, pengumpulan, 
berburu, penangkapan ikan dan penggunaan perairan untuk keperluan lain serta 
perdagangan barter tradisionil diakui dan tetap dihormati. 
b. Lintas batas demikian yang didasarkan atas tradisi dan kebiasaan tunduk pada 
pengaturan-pengaturan khusus, dan syarat-syarat imigrasi biasa serta syarat-
syarat lainnya tidak berlaku. 
c. Pengaturan-pengaturan khusus dirumuskan atas dasar bahwa lintas batas 
demikian hanya bersifat sementara dan tidak untuk tujuan menetap. 
2. Peraturan terkait lintas batas untuk tujuan-tujuan lain daripada tujuan tradisional 
dan kebiasaan 
a. Lintas batas yang dilakukan oleh orang- orang yang tidak tercantum sebagai 
lintas batas tujuan tradisional harus melalui tempat-tempat yang telah 
ditentukan sebagai pelabuhan pendaratan dan sesuai dengan perundang-
undangan serta peraturan-peraturan biasa mengenai izin masuk. 
b. Akan diadakan pertukaran informasi mengenai perundang-undangan dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan imigrasi yang berlaku pada sebelah-menyebelah 























c. Orang-orang yang melintasi perbatasan dengan tujuan selain tujuan tradisional 
atau melanggar perundang-undanganan dan peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan izin masuk akan diperlakukan sebagai imigran yang tidak 
sah. 
d. Dalam melaksanakan perundang-undangan dan kebijaksanaan kebijaksanaan 
masing-masing mengenai izin masuk orang- orang kedalam wilayah melintasi 
perbatasan, masing-masing Pemerintah bertindak dalam semangat 
persahabatan dan bertetangga baik dengan mengingat dasar-dasar hukum 
internasional dan praktik-praktik internasional yang berlaku yang ada 
hubungannya dengan itu serta pentingnya untuk menghalang-halangi 
penggunaan lintas batas untuk tujuan-tujuan menghindarkan diri dari tuntutan 
hukum dan penggunaan wilayah masing-masing dengan cara yang tidak sejalan 
dengan mukadimmah atau setiap ketentuan Persetujuan ini. Masing-masing 
Pemerintah juga memperhatikan, apabila diperlukan, diperlukannya pertukaran 
informasi dan konsultasi dengan pihak yang lain. 
3. Peraturan terkait hak-hak terhadap tanah dan perairan pada kawasan perbatasan 
kedua negara 
Hak-hak tradisional yang dinikmati oleh warga negara dari suatu negara, yang 
bertempat tinggal dalam daerah perbatasannya, yang berhubungan dengan tanah 
dalam daerah perbatasan negara yang lain dan untuk tujuan-tujuan seperti 
menangkap ikan dan penggunaan laut atau perairan untuk keperluan lain didalam 
atau disekitar daerah perbatasan negara yang lain, dihormati dan negara yang lain 
mengizinkan mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka berdasarkan 
persyaratan-persyaratan yang sama seperti yang berlaku untuk warga negaranya 
sendiri. Hak-hak ini dilaksanakan oleh orang-orang bersangkutan tanpa berdiam 
secara permanen pada daerah perbatasan disebelahnya terkecuali orang-orang 
demikian memperoleh izin untuk memasuki negara yang lain guna berdiam sesuai 
dengan perundang-undangan dan tata cara imigrasi negara itu. 
4. Peraturan terkait permukiman di kawasan perbatasan 
Menjadi tujuan yang disepakati untuk menganjurkan supaya tidak diadakan 
pembangunan perkampungan-perkampungan atau perumahan permanen dalam 
zona dua kilometer pada kawasan perbatasan antara dua negara. 





















a. Dalam semangat saling menghargai dan saling pengertian serta untuk 
memelihara dan memperkokoh hubungan bertetangga baik dan bersahabat 
yang telah ada, kedua pemerintah pada dua kawasan perbatasan bersepakat 
untuk melanjutkan kerjasama satu dengan yang lain guna mencegah 
penggunaan wilayah masing-masing didalam atau didekat daerah perbatasan 
masingmasing untuk kegiatan-kegiatan yang memusuhi pihak lainnya. Untuk 
tujuan ini, masing-masing Pemerintah mengatur tatacara-kerjanya sendiri 
mengenai pemberitahuan dan pengawasan. 
b. Kedua Pemerintah senantiasa saling memberitahukan dan apabila dianggap 
perlu berkonsultasi mengenai perkembangan didalam atau didekat daerah 
perbatasan yang berhubungan dengan keamanan masing-masing. 
6. Peraturan terkait perdagangan lintas-batas di kawasan perbatasan 
Kedua Pemerintah bersepakat untuk mengadakan pertukaran informasi mengenai 
perdagangan lintas-batas dan bilamana dianggap perlu mengadakan konsultasi 
yang berhubungan dengan itu. 
7. Peraturan terkait kewarganegaraan di kawasan perbatasan 
Diperlukannya pertukaran informasi secara teratur yang berhubungan dengan 
perundang-undangan dan peraturanperaturan tentang kebangsaan dan 
kewarganegaraan diakui dan masing-masing Pemerintah bersepakat, apabila 
diminta, untuk mengadakan konsultasi mengenai tiap masalah yang dihadapi 





















2.7 Penelitian Sebelumnya 
Tabel 2.5 Penelitian Sebelumnya 
Nama 
Peneliti 
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2.8 Kerangka Tinjauan Teori 
 

























3.1 Definisi Operasional 
1. Pergerakan lintas batas merupakan pergerakan yang dilakukan penduduk 
berkewarganegaraan Indonesia dan Papua New Guinea dengan usia 15 tahun ke 
atas yang berdomisili di Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan 
melewati batas wilayah/negara dan menuju ke wilayah/negara Indonesia atau 
PNG dalam selama tahun 2016. 
2. Frekuensi pergerakan penduduk adalah pergerakan lintas batas yang dilakukan 
penduduk di kawasan perbatasan dan menjadi responden penelitian selama tahun 
2016. Jenis penduduk perbatasan terbagi menjadi dua yaitu Transnational 
Borderlanders dan National Borderlanders yang dikategorikan berdasarkan 
penduduk yang melakukan pergerakan lintas batas dan penduduk yang tidak 
melakukan pergerakan lintas batas. 
3. Maksud/tujuan penduduk yang menjadi responden melakukan pergerakan lintas 
batas adalah motivasi yang mendorong penduduk di kawasan perbatasan 
melakukan pergerakan lintas batas. Maksud/tujuan ini terbagi menjadi 4, yaitu: 
a. Tujuan ekonomi, seperti berdagang, berbelanja, dan mengolah lahan 
(berladang atau berkebun di Tanah Ulayat). 
b. Tujuan sosial, yaitu mengunjungi sanak keluarga. 
c. Tujuan budaya, seperti kegiatan budaya yang masih dilakukan dan 
melibatkan semua anggota suku, seperti pernikahan, upacara adat, berburu, 
dan perang suku. 
d. Tujuan politik, kegiatan organisasi separatis. 
4. Jenis pergerakan yang dilakukan, yaitu pergerakan legal maupun illegal yang 
dilihat dari prosedur pergerakan yang dilakukan, serta pergerakan sirkuler atau 
permanen yang dilihat dari lama tinggal penduduk di negara tujuan. 
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk di Kawasan Perbatasan Indonesia – 
PNG untuk melakukan pergerakan lintas batas dinilai berdasarkan 3 faktor 
karakteristik (Guntoro, 2016 dan Setyawan, 2009) yaitu faktor karakteristik 






















3.2 Variabel Penelitian 
 Penelitian pergerakan masyarakat di kawasan perbatasan Negara Indonesia dengan 
Negara Papua New Guinea termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah yang sistematis baik terhadap bagian 
maupun hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan menggunakan model matematis 
(Creswell, 2003:145) penelitian jenis ini menggunakan data yang terukur dan data statistik 
objektif. Berikut variabel penelitian yang digunakan dalam studi ini. 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 
No. Masalah Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Referensi 
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lintas batas: melalui 
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 Adanya keluarga 
dan teman di 
Negara Tujuan,  
 Adanya hak 
tanah ulayat di 
Negara Tujuan,  
 Peraturan BNPP 
No. 1 Tahun 
2015, Guntoro 
(2006)  dan 
Setiawan (2009) 
Faktor Budaya  Asal Suku, 
 Mengikuti 
kegiatan adat 
 Setiawan (2009), 
Peraturan BNPP 
No. 1 Tahun 2015 
Unit analisis adalah satuan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Unit amatan 
adalah sumber yang berasal dari unit analisis dan merupakan bagian unit analisis yang 
digunakan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan variabel penelitian yang akan dicari, 
maka unit analisis dan unit amatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Unit analisis: Masyarakat kawasan perbatasan;  
2. Unit amatan: Masyarakat kawasan perbatasan (berkerwarganegaraan PNG dan 
Indonesia) yang berdomisili di Distrik Iwur pada saat penelitian berlangsung.  
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode 
pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. 
3.3.1 Metode Pengumpulan Data Primer 
Metode pengumpulan data primer merupakan metode pengumpulan data yang 




















belum diolah. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 
menjadi tiga, yaitu wawancara, teknik kuesioner, dan observasi langsung. 
1. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara sistematis terkait 
data yang dibutuhkan dalam identifikasi pergerakan kawasan perbatasan antar 
negara. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:  
a. Masyarakat kawasan perbatasan,  
b. Bapak Edius Bidana, Kepala Distrik Iwur.  
c. Perwira Penghubung Kapten Inf. Muhammad Tuahena dan pihak TNI Pamtas 
Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti yang merupakan satuan keamanan di 
Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga satuan keamanan di Distrik Iwur.  
Hal-hal yang ditanyakan antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi 
pergerakan, jumlah pergerakan yang dilakukan, kondisi keamanan di kawasan 
perbatasan, gambaran umum Distrik Iwur dan pergerakan lintas batas yang 
dilakukan di Distrik Iwur, serta kondisi organisasi OSEA yang masih beroperasi 
sampai saat ini.  
2. Teknik Kuesioner 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuesioner adalah alat riset atau survei 
yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan 
tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui 
pos, kuesioner juga merupakan sebuah daftar pertanyaan. Kuesioner disebarkan 
kepada masyarakat kawasan perbatasan yaitu masyarakat yang berdomisili di 
Distrik Iwur dan berusia 15 tahun ke atas yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar masyarakat melakukan pergerakan lintas batas, tujuan melakukan 
pergerakan lintas batas, moda yang digunakan untuk melakukan pergerakan, 
serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat masyarakat dalam 
melakukan pergerakan lintas batas. 
3. Observasi langsung 
Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengamati secara 
langsung kondisi di wilayah studi. Observasi yang dilakukan berupa observasi 
kondisi sarana transportasi, seperti kondisi jalan, jumlah ruas jalan, dan moda 






















3.3.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 
Metode pengumpulan data primer merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti secara langsung dimana data yang didapatkan adalah data yang 
belum diolah. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 
menjadi tiga, yaitu wawancara, teknik kuesioner, dan observasi langsung. Berikut daftar 
instansi dan data yang diperlukan dari masing-masing instansi. 
Tabel 3.2 Instansi dan Data yang Dibutuhkan 
No. Nama Instansi Jenis Dokumen Fungsi Data 










terkait dengan kawasan 
perbatasan, serta kondisi 
sarana transportasi Kabupaten 
Pegunungan Bintang 
2.  Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Bintang 
Kabupaten Pegunungan 
Bintang dalam Angka 2016 





Bintang dan Distrik Iwur 
Studi kepustakaan bersumber dari literatur buku, makalah, atau jurnal dan juga dari 
media elektronik seperti e-book, Data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan 
antara lain teori dan studi empiris terkait kawasan perbatasan dan pergerakan masyarakat di 
kawasan perbatasan, keterangan terkait sumber kepustakaan tersebut terdapat dalam daftar 
pustaka yang juga dilampirkan dalam tugas akhir ini. Studi kepustakaan juga bersumber dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Badan Naional Pengelola 
Perbatasan terkait Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 
Tahun 2011-2025, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015 – 2019, dan 
Rencana Strategis Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019. Peraturan lain 
yang juga digunakan yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, 
Papua New Guinea Migration Act (Facts and Figures about Refugees in PNG 2016),  dan 
Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pengaturan-
pengaturan Administratif mengenai Perbatasan antara Indonesia dan PNG tahun 1973.  
3.4 Penentuan Sampel 
3.4.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (1997:57) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 
obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan 




















penelitian ini adalah jumlah penduduk yang ada di Distrik Iwur, serta penduduk PNG sedang 
berdomisili di Distrik Iwur. Total penduduk yang berada di Distrik Iwur adalah 2437 jiwa.  
3.4.2 Sampel 
Menurut Arikunto (1998:117) Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau 
wakil populasi yang diteliti). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik purposive karena dalam penelitian ini membutuhkan sampel dengan usia lebih dari 
15 tahun, hal ini dikarenakan pada umumnya penduduk melakukan pergerakan lintas batas 
pada usia produktif usia 15 – 64 tahun (Tjiptoherijanto, 2001 dan Guntoro, 2016), data yang 
didapat dari hasil wawancara maupun kuesioner sampling ini akan digeneralisasikan untuk 
estimasi kondisi populasi.  
Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diwawancara, digunakan metode 
sampling Godden (2004), meskipun data populasi penduduk di Distrik Iwur telah diketahui, 
namun tidak adanya data penduduk berkewarganegaaran PNG menjadikan populasi yang 
diwawancarai belum diketahui jumlah pastinya, hal ini menjadi alasan peneliti untuk 
menggunakan rumus penentuan sampling dari Godden dan perhitungan sampel akan 
mengacu pada populasi penduduk Distrik Iwur sesuai pada data BPS pada tahun 2016. 
Metode ini digunakan untuk menentukan sampel pada populasi yang telah diketahui 
jumlahnya namun dengan total populasi kurang dari 50.000 jiwa, rumus sampel ini terdapat 
pada rumus (3-1). 
𝑆𝑆0 =  
𝑍2×𝑃×(1−𝑃)
𝐶2







 ........................................................................................... (3–2) 
Dengan: 
𝑆𝑆0  =  Nilai sampel untuk populasi lebih dari 50.000 jiwa 
Z =  Z-Value dengan derajat ketepatan 90% (1,645) 
N  =  Populasi 
P  =  Proporsi populasi dalam bentuk desimal 
C  = Margin of error dalam bentuk decimal, para peneliti lebih memilih 
menggunakan margin of error kurang dari 4% atau 0.04 untuk hasil data 
yang lebih reliable. 
Pada Distrik Iwur yang terdiri dari 1682 penduduk berusia produktif (15-64 tahun) 
dari total 2437 penduduk, maka proporsi populasi yang akan berpotensi untuk diwawancarai 















































= 208,9 = 208 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 ... (3–4) 
Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka total sampel untuk penelitian ini adalah 
208 penduduk. Berdasarkan penelitian Afolayan (2000), Terdapat dua kategori masyarakat 
yang akan diwawancara, yaitu resident (penduduk tetap) dan transients (penduduk 
sementara) maka responden didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah Indonesia 
dikarenakan adanya masyarakat yang memiliki 2 kewarganegaran yaitu Kewarganegaraan 
PNG dan juga Kewarganegaraan Indonesia, adanya hubungan kekeluargaan antara 
masyarakat Papua dan Masyarakat di PNG, dan juga adanya masyarakat PNG (transients) 
yang menetap di wilayah Indonesia. Penetapan sampling yang didasarkan pada jumlah 
penduduk Indonesia juga dikarenakan ketidaktersediaan data pergerakan lintas batas 
penduduk yang dilakukan di kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang.  
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, jumlah sampel yang didapat tidak dapat 
memenuhi sesuai hasil perhitungan dikarenakan sulitnya mendapat responden yang bersedia 
diwawancara. Jumlah sampel yang didapat yaitu 204 sampel.  
3.5 Tahapan Analisis 
3.5.1 Pemaparan Gambaran Umum Kawasan Perbatasan berdasarkan hasil Survei 
Pemaparan gambaran umum dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait 
kondisi eksisting di kawasan perbatasan serta penjelasan terkait data-data yang akan 
dianalisis. Pembahasan dalam gambaran umum antara lain:  
1. Pemaparan kondisi fisik dan tinjauan kebijakan di kawasan perbatasan. 
2. Pemaparan kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan. 
3. Pemaparan kondisi aksesibilitas kawasan perbatasan. 
4. Pemaparan kondisi keamanan di kawasan perbatasan. 
5. Pemaparan kondisi pergerakan lintas batas di kawasan perbatasan. 
6. Pemaparan kondisi ekonomi di kawasan perbatasan. 
3.5.2 Pemaparan Hasil Kuesioner Pergerakan Lintas Batas dengan Metode 
Deskriptif Statistik 
Kuesioner dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 




















kuesioner ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, yaitu Distrik Iwur 
dengan jumlah sampel 204 sampel. Interpretasi yang dilakukan yaitu interpretasi deskriptif 
yang digunakan untuk menerjemahkan data dalam bentuk proporsi. Analisis ini juga 
bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pergerakan serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya pergerakan antar kawasan perbatasan, yaitu faktor kebudayaan, 
faktor sosial, faktor ekonomi, faktor keamanan, dan faktor aksesibilitas.  
Banyaknya pergerakan akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas frekuensi 
pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan metode Sturgess: 
𝐶 = 1 + 3,33 𝐿𝑜𝑔 𝑁 ........................................................................................... (3-5) 
Dengan: 
C = Jumlah Kelas 
N = Jumlah Sampel 
𝐶 = 1 + 3,33 𝐿𝑜𝑔 204 = 8,4 = 8 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠  .......................................................... (3-6) 
Berdasarkan hasil perhitungan (3-6) maka total kelas yang akan digunakan untuk 
mendeskripsikan data kuesioner dalam penelitian ini ada 8 kelas. Total kelas ini tidak 
digunakan pada kelas usia karena jumlah kelas untuk deskripsi data usia penduduk 
menyesuaikan dengan data BPS. 
Untuk menghitung lebar kelas interval yang didapat dari rumus (3-5) dan perhitungan 




  .................................................................................................................... (3-7) 
Dengan: 
𝑖 = Lebar Kelas 
𝑅 = Range yang didapat dari perhitungan skor tertinggi dikurangi skor terendah 
ditambah satu. 
𝑘 =  Banyaknya kelas inteval 
Perhitungan rumus lebar kelas interval juga mengacu pada anjuran dari Guilford 
dimana hasil dari metode Sturgess akan dibandingkan dengan anjuran Guilford yang 
menggunakan angka-angka i = 1, 2, 3, 5, 10 dan 20. Perhitungan lebar kelas interval juga 
menyesuaikan dengan jenis data yang akan dideskripsikan. 
3.5.3 Identifikasi Pergerakan Kawasan Perbatasan 
Identifikasi pergerakan dilakukan dengan melihat studi empirik serta data yang 






















terbentuknya batas negara Indonesia–PNG, volume pergerakan penduduk, karakteristik 
kebudayaan masyarakat, penggunaan mata uang, kondisi infrastruktur, dan maksud/tujuan 
melakukan pergerakan dan daerah tujuan pergerakan. Identifikasi pergerakan juga akan 
ditunjukkan dengan metode sosiogram yang menggambarkan pergerakan lintas batas 
penduduk yang dilakukan selama tahun 2016. 
3.5.4 Analisis Regresi Logistik Biner untuk menentukan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Pergerakan Lintas Batas di Kawasan Perbatasan 
Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk memprediksikan pengaruh dari 
variabel independent/bebas terhadap besarnya nilai variabel dependent/terikat. Dalam 
penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah variabel dikotomi yang 
menggambarkan keputusan seseorang melakukan perpindahan lintas batas, sehingga analisis 
regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis Regresi Logistik Biner. Estimasi 




 ........................................................................... (3-8) 
Dengan:  
(𝑥)= Probabilitas regresi logistik 
𝐵𝑛 = Konstanta 
𝑥𝑛 = Variabel Bebas 
Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi logistik, antara lain: 
1. Hubungan linier antara variabel terikat dan variabel bebas tidak diasumsikan 
2. Variabel terikat hanya terdiri dari 2 variabel (bersifat dikotomi) 
3. Variabel bebas tidak diharuskan mempunyai keragaman sama antar-kelompok 
4. Kategori dalam variabel bebas harus bersifat ekslusif atau terpisah antara satu 
dan lainnya 
5. Jumlah sampel yang dibutuhkan besar.  
Analisis regresi logistik biner yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan 
software IBM SPSS Statistic 23. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan analisis regresi 
adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi variabel penelitian 
Karena variabel penelitian yang digunakan untuk perhitungan ini bersifat 
kualitatif dan merupakan data dengan skala nominal, maka variabel yang 
digunakan adalah variabel Dummy atau variabel boneka. Variabel ini 




















variabel yang bersifat kualitatif dapat dikuantifikasikan. Berikut merupakan 
dummy dari masing-masing variabel: 
a. Variabel terikat 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan 
penduduk untuk melakukan pergerakan lintas batas. Pergerakan yang 
dilakukan adalah pergerakan yang terjadi di kawasan perbatasan Papua-PNG. 
Variabel ini dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu: 
Tabel 3.3 Variabel Terikat 
Dummy Variabel Terikat KM1 
Responden melakukan pergerakan lintas batas 1 
Responden tidak melakukan pergerakan lintas batas 0 
b. Variabel bebas 
Berikut penjelasan dummy masing-masing variabel bebas: 
1) Faktor karakteristik individu 
a) Jenis kelamin terbagi menjadi dua dummy, yaitu: 
Tabel 3.4 Variabel Dummy Jenis Kelamin 
Dummy Variabel Jenis Kelamin JK1 
Laki-laki 1 
Perempuan 0 
b) Usia dari masing-masing individu yang dibulatkan ke bawah sesuai 
ulang tahun terakhir. Usia responden dalam penelitian ini adalah 
minimal 15 tahun pada tahun 2016. 
c) Status perkawinan, adalah status responden ketika penelitian 
dilaksanakan, status perkawinan menjadi salah satu penentu 
responden perempuan melakukan pergerakan lintas batas atau bahkan 
bermigrasi dikarenakan budaya yang mengharuskan penganti 
perempuan untuk tinggal bersama di tempat tinggal 
keluarga/kelompok suku suami berikut dummy dari status 
perkawinan: 
Tabel 3.5 Variabel Dummy Status Perkawinan 
Dummy Variabel Status Perkawinan SP1 
Kawin 1 
Lainnya 0 
d) Pendidikan terakhir, adalah tingkat pendidikan terakhir yang 
ditempuh dan telah diselesaikan oleh responden, berikut dummy dari 






















Tabel 3.6  Variabel Dummy Pendidikan Terakhir 
Dummy Variabel Pendidikan Terakhir PT1 
Tidak atau belum pernah bersekolah 1 
Lainnya 0 
e) Keanggotaan dengan organisasi, yang dimaksud keanggotaan 
terhadap OSEA dan/atau OPM yang masih aktif beroperasi di Papua, 
berikut dummy dari keanggotaan dengan organisasi: 
Tabel 3.7 Variabel Dummy Keanggotaan Organisasi 
Dummy Variabel Keanggotaan Organisasi KO1 
Bagian dari organisasi 1 
Bukan bagian dari organisasi 0 
f) Kewarganegaraan, kewarganegaraan dari masyarakat yang akan 
menjadi responden. Dummy kewarganegaraan terbagi menjadi dua, 
yaitu: 
Tabel 3.8 Variabel Dummy Kewarganegaraan 
Dummy Variabel Kewarganegaraab KW1 
Responden berkewarganegaraan Indonesia 1 
Responden berkewarganegaraan PNG 0 
2) Faktor Sosial Ekonomi 
a) Pendapatan per bulan, adalah rata-rata total penghasilan yang 
diperoleh responden per bulan. Khusus untuk pendapatan penduduk 
dari PNG akan dikonversi dari Kina (Mata Uang PNG) menjadi 
Rupiah. (1 PGK sama dengan + Rp 4.000). 
b) Status pekerjaan, merupakan status pekerjaan responden selain 
bersekolah, dummy dari status pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu: 
Tabel 3.9 Variabel Dummy Status Pekerjaan 
Dummy Variabel Pekerjaan P1 
Bekerja 1 
Lainnya 0 
c) Kepemilikan Tanah Ulayat di negara bukan negara asal, yaitu tanah 
ulayat yang dapat diolah oleh pemiliknya namun tidak berlokasi pada 
negara asal responden. Dummy dari kepemilikan tanah ulayat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu: 
Tabel 3.10 Variabel Dummy Tanah Ulayat 
Dummy Variabel Tanah Ulayat TU1 
Memiliki Tanah Ulayat 1 




















3) Faktor Budaya 
a) Asal suku, suku yang berada di perbatasan menjadi salah satu 
penyebab dilakukannya pergerakan lintas batas. Suku yang paling 
dominan di Distrik Iwur adalah suku Murop, karena itu dummy yang 
digunakan hanya 2 dummy, yaitu: 
Tabel 3.11 Variabel Dummy Asal Suku 
Dummy Variabel Asal Suku AS1 
Murop 1 
Suku Lainnya 0 
b) Kegiatan Adat, merupakan kegiatan adat (pernikahan, pemakaman, 
perang, berburu) yang dilakukan di suku di kawasan perbatasan PNG-
Papua, dummy dari variabel ini adalah keikutsertaan responden 
apabila terdapat kegiatan adat yang akan dilaksanakan atau telah 
dilaksanakan: 
Tabel 3.12 Variabel Dummy Kegiatan Adat 
Dummy Variabel Upacara Adat UA1 
Mengikuti kegiatan 1 
Tidak mengikuti 0 
Berdasarkan penjelasan variabel terikat dan bebas, maka berikut data variabel 
yang akan digunakan dalam penelitian ini: 
Y = Keputusan melakukan pergerakan lintas batas 
JK1  = 1, jika jenis kelamin responden laki-laki. 
 = 0, jika jenis kelamin responden perempuan 
Usia = Usia responden (tahun) 
SP1 = 1, apabila status perkawinan responden adalah kawin 
 = 0, apabila status perkawinan responden selain kawin 
PT1 = 1, apabila responden tidak atau belum pernah menempuh pendidikan 
 = 0, apabila lainnya 
KO1 = 1, apabila responden adalah bagian dari organisasi 
 = 0, apabila responden bukan bagian dari organisasi 
KW1  = 1, apabila responden berkewarganegaraan Indonesia 
 = 0, apabila responden berkewarganegaraan PNG 
Pendapatan = Rata-rata penghasilan responden per bulan dalam Rupiah 
P1 = 1, apabila responden memiliki pekerjaan 






















TU1 = 1, apabila responden memiliki tanah ulayat di negara lain 
 = 0, apabila responden tidak memiliki tanah ulayat di negara lain 
AS1 = 1, apabila responden berasal dari Suku Murop 
 = 0, apabila lainnya 
KB1 = 1, apabila responden masih melakukan aktivitas berburu 
 = 0, apabila responden tidak melakukan aktivitas berburu 
KA1 = 1, apabila responden mengikuti kegiatan adat 
 = 0, apabila responden tidak mengikuti kegiatan adat 
Tabel yang akan diinterpretasikan yaitu: 
1) Menguji kelayakan model dengan melihat 3 tabel, yaitu dengan 
membandingkan nilai statistik G (-2 Log Likelihood) dengan p-value dari 
statistik G yang dilihat dari tabel Chi Square. Rumus uji kelayakan adalah 
sebagai berikut: 
𝐺 = −2 ln [
𝑙0
𝑙1
] ............................................................................................ (3-8) 
Dengan: 
𝑙0 = Nilai likelihood tanpa variabel bebas 
𝑙1 = Nilai likelihood dengan variabel bebas 
Nilai statistik G akan dilihat pada 3 tabel, yaitu Iteration History pada Block 0 
= Beginning Block atau model ketika variabel bebas belum di-input, tabel 
Iteration History pada Block 1 = Method: Enter atau model ketika variabel 
bebas sudah di-input. Cara menginterpretasikan ketiga tabel adalah dengan 
membandingkan nilai Statistik G (-2 Likelihood pada tabel Iteration History) 
dengan x2 (p, α = 0,05) dari masing-masing nilai statistik G. Hipotesis uji 
statistik G: 
𝐻0  = 𝐵1 =  𝐵2 = … = 𝐵𝑛 = 0 
𝐻1 = Ada satu nilai (minimal) 𝐵𝑛 ≠ 0, I = 1, 2, …, n 
Apabila nilai 𝐺 > 𝑥2 maka keputusan hipotesisnya adalah tolak H0, artinya ada 
minimal satu variabel yang mempengaruhi variabel dan model yang digunakan 
sudah fit. 
2) Menguji akurasi model dengan menggunakan uji Goodness of Fit 
menggunakan tabel Hosmer and Lemeshow Test dengan hipotesis: 
𝐻0  = Tidak ada atau tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara 




















𝐻1 = Ada atau terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai 
observasi. 
Uji ini dilakukan dengan membandingkan Chi-Square hitung pada tabel 
Hosmer and Lemeshow Test dengan Chi-Square tabel sesuai dengan DF pada 
tabel tersebut atau dengan DF (jumlah variabel bebas – 1) pada taraf 
signifikansi 0,05. Selain itu nilai signifikansi (.sig) pada tabel Hosmer and 
Lemeshow Test juga harus > 0,05. 
3) Tabel Classifications, pada tabel ini ditampilkan data variabel terikat hasil 
observasi dan hasil prediksi yang disesuaikan dengan data variabel bebas. 
4) Tabel Variables in The Equation, pada tabel ini akan dilakukan pendugaan 
parameter atau uji pengaruh dari masing-masing variabel bebas. Uji Wald 






 ............................................................................................. (3-9) 
Dengan: 
𝐵𝑛 = Koefisien variabel bebas ke-n 
𝐵  = Penduga B 
𝑆𝐸(𝐵𝑛) = Standar Eror penduga B ke-n 
Hipotesis: 
𝐻0  = Signifikansi Wald xj > 0,05 variabel bebas xj  tidak berpengaruh secara 
nyata 
𝐻1 = Signifikansi Wald xj < 0,05 variabel bebas xj  berpengaruh secara nyata 
Apabila salah satu variabel bebas memiliki nilai Sig. pada tabel > 0,05 maka 
variabel bebas tersebut tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan 
terhadap variabel terikat dalam model. 
5) Nilai B pada tabel Variables in the Equation adalah koefisien dari variabel 
bebas yang akan dimasukkan dalam model. 
6) Tabel Variables in The Equation juga dapat digunakan untuk melihat Odds 
Ratio atau nilai Exp(B), dimana nilai n Exp(B) sama dengan besarnya n 
pengaruh variabel bebas terhadap terjadinya variabel terikat. Nilai logaritma 
natural dari Exp(B) menentukan arah pengaruh dari variabel bebas terhadap 
variabel terikat (berpengaruh secara positif atau negatif). 
7) Nilai B pada tabel Variables in the Equation adalah koefisien dari variabel 






















8) Pada grafik Classification Plot  Observed Groups and Predicted Probabilities, 
dapat diketahui kategori variabel terikat yang akan menjadi predicted 
probability, dimana apabila hasil perhitungan model dengan kemungkinan 
variabel terikat adalah ‘terjadi’ (>0,5) maka akan masuk ke dalam nilai 






















3.6 Desain Survei 
Tabel 3.13 Desain Survei 






































 Politik  
 




Lahan (Berladang atau 
Berkebun) 







 Jenis kegiatan dengan 
tujuan budaya: 
Pernikahan, Upacara 
adat, Berburu, Perang 
suku 
 Jenis kegiatan politik: 
kegiatan organisasi 
separatis,  
 Data hasil 
olahan 
kuesioner 













































 Rute pergerakan 
lintas batas 
 Lama menetap dalam 
satuan hari/tahun 
 Jumlah perjalanan 
dalam satu tahun 
 Lama perjalanan yang 
dilakukan dalam 
satuan waktu 
 Pergerakan dilakukan 
sendiri atau 
berkelompok 
 Jalur yang dilalui 
penduduk apabila 
 Data hasil 
olahan 
kuesioner 
























































lintas batas: melalui 
tempat pemeriksaan 










 Pengaruh gerakan 
separatis 
 Konflik yang 
pernah terjadi 
 Jenis organisasi yang 
terdapat di kawasan 
perbatasan 
 Konflik yang pernah 
terjadi di kawasan 
perbatasan 
 Data hasil 
olahan 
kuesioner 












































2.  Faktor-faktor 









































 Statistik deskriptif dari 
masing-masing 
pergerakan 






















































dan teman di 
Negara Tujuan, 
adanya hak tanah 
ulayat di Negara 
Tujuan, 





























HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Tinjauan Historis Kawasan Perbatasan Indonesia – PNG 
Sebelum adanya pembagian kekuasaan pada masa kolonialisme, Papua merupakan 
satu kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa ratus suku yang mendiami wilayah-wilayah 
tertentu pada pulau tersebut. Pada masa kolonialisme, Papua terbagi menjadi wilayah jajahan 
Negara-negara Eropa, yaitu Belanda, Inggris, dan Jerman (Setiawan, 2011). Pada tahun 1963 
wilayah Papua Barat (Indonesia) diserahkan Belanda ke Indonesia dan diresmikan pada 
tahun 1969. Pada periode tersebut, wilayah Papua New Guinea masih menjadi wilayah 
kekuasaan Australia sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1975. Hal ini yang menyebabkan 
terbaginya wilayah Papua menjadi dua dimana wilayah Papua Barat termasuk dalam 
Indonesia dan Papua New Guinea berdiri menjadi negara baru. 
Terbaginya wilayah Papua menjadi dua didasarkan pada garis astronomis 
mengakibatkan adanya wilayah tradisional yang terbagi menjadi dua negara. Wilayah 
tradisional yang dimaksud adalah wilayah dimana terdapat kelompok suku dengan budaya 
yang sama. Meskipun telah memiliki batas yang telah disepakati kedua negara, menurut 
Bandiyono et al (2004; 21), garis batas wilayah di Papua dapat mengacu pada dua bentuk 
pendekatan, yaitu batas administrasi dan batas kultural. Garis kultural dapat dijadikan 
sebagai acuan pembentukkan wilayah administrasi baru pada di Provinsi Papua. 
Garis kultural juga memiliki peran besar dalam interaksi penduduk di kawasan 
perbatasan karena interaksi yang terjadi sangat terpengaruh oleh ikatan adat yang telah ada 
sejak zaman dahulu. Pada suatu wilayah perbatasan akan terjadi interaksi apabila di wilayah 
tersebut terdapat kelompok yang berhubungan secara adat atau berkerabat.  Interaksi yang 
terjadi seringkali tidak   sesuai dengan sistem perundangan yang berlaku, selain karena tidak 
adanya fasilitas pos lintas batas (CIQS), masyarakat menganggap pergerakan lintas batas 
yang dilakukan adalah hal yang lumrah dilakukan. 
Isu lain yang mengakibatkan tingginya pergerakan lintas batas di Pulau Papua adalah 
masih berjalannya pergerakan separatis yang dilakukan masyarakat Papua dengan tujuan 
untuk memisahkan wilayah Papua dari Indonesia. Banyaknya refugee serta aktivis dari 
Papua yang bergerak menuju PNG juga menjadi salah satu penyebab besarnya pergerakan 




















4.2 Jenis Penentuan Kawasan Perbatasan Papua-PNG 
Terdapat dua jenis penentuan batas wilayah dalam pembagian Papua menjadi dua 
wilayah negara yang berbeda, yaitu: 
1. Natural Border, atau batas alam (titik terdalam Sungai Fly) yang berada di antara 
Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke di Papua, serta wilayah 
Provinsi Western di PNG. 
2. Artificial Border, atau batas buatan berupa patok perbatasan yang dibangun 
sepanjang pulau mengikuti garis astronomis 141º 01’00”BT mulai dari utara 
Papua hingga ke selatan sampai ke natural border yang kemudian dilanjutkan 
hingga selatan sampai memotong meridian 141 º 01’ 10” BT. Jenis garis 
perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan garis perbatasan yang 
ditentukan dengan pendekatan ini. 
Meskipun demarkasi antara Indonesia dan PNG telah dilaksanakan dan 
menghasilkan keputusan bahwa garis perbatasan Papua-PNG adalah sepanjang + 820 Km 
dan dibatasi oleh total 52 pilar perbatasan, berdasarkan data BNPP dalam peraturan BNPP 
no. 1 Tahun 2015, batas wilayah antara Papua-PNG masih belum optimal dan belum 
terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepemilikan lahan yang tumpang tindih di 
antara suku-suku perbatasan sehingga penetapan batas Negara khususnya Papua-PNG 
membutuhkan adanya konsolidasi dengan suku-suku di perbatasan. 
Masalah lain yang ditimbulkan dari panjangnya garis perbatasan serta sulitnya akses 
menuju patok-patok perbatasan adalah sulitnya kedua negara untuk melakukan pemeliharaan 
tanda batas negara tersebut. Salah satu upaya melakukan pemeliharaan patok batas Papua-
PNG oleh Indonesia dilakukan pada akhir tahun 2016, dimana dari operasi pemeliharaan ini 
menemukan Kampung Digi, kampung/desa yang secara administratif masuk wilayah 
Indonesia namun kampung/desa tersebut mengikuti pemerintahan PNG. Berdasarkan hasil 
wawancara, kampung Digi berada di wilayah administratif Kabupaten Pegunungan Bintang 
dan merupakan bagian dari wilayah administrasi Distrik Iwur. Kampung ini pada awalnya 
terdiri dari + 100 KK, namun pada saat ditemukan jumlah KK telah berkurang menjadi + 30 





















Gambar 4.1 Patok MM 7.2 (Kiwirok) yang ditemukan dalam operasi pemeliharaan patok awal 
tahun 2017. 
Sumber: Dokumentasi TNI, 2017  
 
Gambar 4.2 Penduduk Kampung Digi (Kampung yang baru ditemukan pada awal tahun 2017). 
Sumber: Dokumentasi TNI, 2017 
4.3 Gambaran Umum Wilayah Studi 
Berdasarkan data RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2031, 
terdapat 5 kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan PNG, yaitu Kota Jayapura, 
Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan 
Kabupaten Merauke . Kelima kabupaten tersebut berbatasan dengan 2 Provinsi di PNG, yaitu 
Provinsi Sandaun/Sendaun (West Sepik) dan Provinsi Western (Fly River). Terdapat 24 
kecamatan/distrik di Papua yang berbatasan langsung dengan PNG dan 5 Distrik di PNG 
yang berbatasan langsung dengan Indonesia. 





Distrik Provinsi Distrik 
Local Level Government 
(LLG) 
Papua Jayapura Muara Tami West Sepik Vanimo-Green Amanab Rural 
Bewani-Wutung-Onei Rural 
Green River Rural 
Vanimo Urban 
Waisa Rural 














































Distrik Provinsi Distrik 
Local Level Government 
(LLG) 






Middle Fly Balimo Urban 
Bamu Rural 
Gogodala Rural 











Sumber: BPS Kota Jayapura, BPS Kabupaten Keerom, BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, BPS Kabupaten Boven 
Digoel, BPS Kabupaten Merauke, 2016; NSO Papua New Guinea, 2012 
Kondisi perekonomian lintas batas di kawasan perbatasan Papua-PNG terbagi 
menjadi dua berdasarkan posisi lokasi prioritas (lokpri) terhadap garis perbatasan dan juga 
kondisi sarana prasarana penunjang, yaitu: 
1. Aktivitas perekonomian lintas batas yang intensif dan beragam (terjadi di Distrik 
Muara Tami, Kota Jayapura dan Distrik Sota, Kabupaten Merauke). Aktivitas 
perekonomian yang intensif di kedua distrik tersebut dikarenakan kondisi sarana 
dan prasarana yang ada telah memadai (adanya pasar dan akses jalan Trans Papua 
yang memudahkan terjadinya interaksi) 
2. Aktivitas perekonomian yang rendah terjadi di kawasan perbatasan baik yang 
tidak berbatasan langsung, maupun kawasan yang belum memiliki sarana-
prasarana memadai, lokpri yang dikategorikan dalam aktivitas perekonomian ini 
adalah lokpri yang berada di pegunungan tengah Papua. 
Kondisi aktivitas sosial budaya di kawasan perbatasan Papua-PNG tergolong intensif 
dikarenakan kemiripan atau kesamaan budaya, hubungan kekerabatan yang erat dan adanya 
kelompok suku yang sama. Dan apabila ditinjau dari pertahanan dan keamanan lintas batas, 
kawasan perbatasan Papua-PNG memiliki stabilitas keamanan yang rawan dikarenakan 
tingkat pengawasan yang masih rendah. Adanya jalan-jalan kecil pada wilayah hutan di 
perbatasan menjadi jalan masuk bagi masyarakat untuk berpindah antar kawasan perbatasan. 
Secara keseluruhan pos pengamanan perbatasan di Papua berjumlah 86 pos dengan lokasi 
yang menyebar dari distrik yang berbatasan langsung hingga distrik yang berada disekitar 
kawasan perbatasan. Berdasarkan data pada Tabel 4.2, Pos pengamanan perbatasan paling 
banyak berlokasi di Kabupaten Keerom. Pos pengamanan perbatasan sendiri menyebar 





















Tabel 4.2 Pos Pengamanan Perbatasan di Papua 
No. Nama Pos Kabupaten/Kota No. Nama Pos Kabupaten/Kota 
1. Muara Tami Jayapura 44.  Wembi Keerom 
2. Bompay Keerom 45.  KM-76 Keerom 
3. Arso Kota Keerom 46.  Ampas Keerom 
4. Koya Koso Jayapura 47.  Kalibom Keerom 
5. Ujung Karang Keerom 48.  Arso PIR-4 Keerom 
6. KM-31 Keerom 49.  Wambes Keerom 
7. KM-36 Keerom 50.  Kaliwanggo Merauke 
8. Bougia Keerom 51.  Waropko Boven Digoel 
9. Arso-6 Keerom 52.  Kanggewot Boven Digoel 
10.   PIR-2 Keerom 53.  Tembutka Boven Digoel 
11.  Arso-3 Keerom 54.  Damut Boven Digoel 
12.  Arso-8 Keerom 55.  Upkim Boven Digoel 
13.  Arso-4 Keerom 56.  Assiki Boven Digoel 
14.  Arso-14 Keerom 57.  Tanah Merah Boven Digoel 
15.  Arso-13 Keerom 58.  Timgam Boven Digoel 
16.  Arso-5 Keerom 59.  Amdobit Boven Digoel 
17.  Wutung Vanimo-Green 60.  Mindiptana Boven Digoel 
18.  Skopro Keerom 61.  Mutin Merauke 
19.  J. Skamto Keerom 62.  Kweel Merauke 
20.  Arso-7 Keerom 63.  Bupul-1 Merauke 
21.  KM-14 Keerom 64.  Bupul-12 Merauke 
22.  Arso Tamil Keerom 65.  Bupul-13 Merauke 
23.  Yetti Keerom 66.  Sota Merauke 
24.  Kali Asing Keerom 67.  Nasem Merauke 
25.  Kaliup Keerom 68.  Kondo Merauke 
26.  Oksibil Pegunungan Bintang 69.  Janggadur Merauke 
27.  Iwur Pegunungan Bintang 70.  Toray Merauke 
28.  Okbibab Pegunungan Bintang    
29.  Kiwirok Pegunungan Bintang    
30.  Batom Pegunungan Bintang    
31.  Yuruf Keerom    
32.  Waris Keerom    
33.  Somografi Keerom    
34.  Towe Hitam Keerom    
35.  Ubrub Keerom    
36.  Kalipay Keerom    
37.  Yuwenda Keerom    
38.  Kalipo Keerom    
39.  Yabanda Keerom    
40.  Senggi Trans Keerom    
41.  Senggi Kota Keerom    
42.  Walae Keerom    
43.  Dobu Keerom    





















Gambar 4.3 Wilayah Administrasi Papua dan Papua New Guinea (PNG). 





















4.3.1 Gambaran Umum Kawasan Perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang 
Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten yang terdapat di 
Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki luas 15.683 Km2 sekitar 4,01% dari luas Provinsi 
Papua dan secara astronomis Kabupaten Pegunungan Bintang terbentang dari 140o05’00” – 
141o00’00” Bujur Timur dan 3o04’00” – 5o20’00” Lintang Selatan. Kabupaten Pegunungan 
Bintang berbatasan dengan 3 kabupaten dan merupakan salah satu kabupaten yang 
berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) yaitu Provinsi Sandaun dan 
Provinsi Western.  
Utara : Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom 
Selatan : Kabupaten Boven Digoel 
Barat : Kabupaten Yahukimo 
Timur : Papua New Guinea (PNG) 
Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 
Jayawijaya pada tahun 2002 dan sampai saat ini telah terbagi menjadi 34 distrik (kecamatan) 
dan 277 kampung (desa). Dari 34 distrik, terdapat 8 distrik yang berbatasan langsung dengan 
PNG, kedelapan distrik tersebut antara lain, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik 
Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, Distrik Tarub, dan Distrik Iwur. Total luas 
kawasan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 3.816 Km2 atau sekitar 25% 
dari luas total Kabupaten Pegunungan Bintang.  
Tabel 4.3 Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang 
No Nama Distrik Ibu kota Jumlah Kampung Luas (Km2) 
1 Iwur Iwur 10 833 
2 Oksibil Mabilabol 8 248 
3 Pepera Pepera 7 196 
4 Oksibab Apmisibil 8 237 
5 Kiwirok Polobakon 12 259 
6 Kiwirok Timur Okyop 9 404 
7 Kawor Arintap 7 835 
8 Tarub Tarub 7 470 
9 Kolomdol Dabolding 5 124 
10 Oksebang Aoksebang 4 22 
11 Serambakon Wonbakon 8 476 
12 Alemsom Alemson 12 265 
13 Oksop Oksop 5 317 
14 Oklip Oklip 7 46 
15 Okhika Okelwel 4 91 
16 Oksamol Oksamol 12 267 
17 Okbemtau Okngam 9 769 
18 Awinbon Awinbon 5 872 
19 Ok Bape Bape 6 246 
20 Ok Aon Bulangkop 6 133 
21 Bime Turwe 10 726 
22 Borme Borme 13 602 
23 Aboy Aboy 7 1054 
24 Batom Batom 11 476 
25 Eipumek Eipumek 14 306 





















No Nama Distrik Ibu kota Jumlah Kampung Luas (Km2) 
27 Okbab Borban 12 617 
28 Teiraplu Teiraplu 10 1469 
29 Pamek Pamek 11 204 
30 Nongme Nongme 7 526 
31 Batani Batani 7 833 
32 Yetfa Jefta 6 330 
33 Murkim Bias 4 359 
34 Mofinop Mot 5 811 
Total 277 15683 
Keterangan:   : Distrik Kawasan Perbatasan 
Sumber: Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang, 2011 
Kondisi geografis Kabupaten Pegunungan didominasi oleh pegunungan dengan 
persentase sebesar 66,09% dan perbukitan dengan persentase sebesar 27,26%. Wilayah 
Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum didominasi oleh lahan yang berbukit hingga 
pegunungan, yakni mencapai sekitar 90%, sedangkan sisanya merupakan lembah dan 
dataran. Pegunungan di wilayah tersebut dapat mencapai ketinggian lebih dari 4.000 m di 
atas permukaan laut (mdpl). Lebih dari 60% wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ini 
terletak di dataran dengan ketinggian 200 - 4.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).  
Wilayah bertopografi bukit dan pegunungan ini ada di barat dan tengah dengan 
puncak tertinggi Puncak Mandala (4.700 meter di atas permukaan laut). Sementara sisanya 
di utara dan selatan merupakan dataran rendah. Kondisi kemiringan lereng di wilayah 
Kabupaten Pegunungan Bintang sangat bervariasi, berkisar dari 0 sampai dengan 70 % dan 
didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih besar dari 30 % dengan luas 7.611 km2 atau 
sekitar 48 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. 
Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki luas wilayah total sebesar 15.683 
Km2. Tutupan lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rapat dengan pepohonan. Hal 
ini terbukti masih didominasinya wilayah ini dengan tutupan lahan berupa hutan, yaitu hutan 
lahan kering primer sekitar 83.84 %. Dengan demikian penggunaan lahan terbesar adalah 
hutan, kemudian disusul oleh lahan terbuka yaitu sekitar 2.40 %.  
Tabel 4.4 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
No Penggunaan Lahan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 Airport 0.29 0.002 
3 Hutan lahan kering primer 13,148.16 83.837 
4 Hutan lahan kering sekunder 607.19 3.872 
5 Hutan rawa primer 167.37 1.067 
6 Hutan rawa sekunder 1.62 0.010 
7 Permukiman 1.91 0.012 
8 Pertanian lahan kering 4.30 0.027 
9 Pertanian lahan kering campuran 911.12 5.810 
10 Rawa 0.78 0.005 
11 Savanna 19.64 0.125 
12 Semak/Belukar 173,14 1.104 
13 Tanah terbuka 377.93 2.410 
14 Lain-lain 269.54 1.719 
 Total 15683.00 100 





















Lahan-lahan terbangun masih minim, pada umumnya memanfaatkan lahan-lahan 
yang landai yang luasnya cukup terbatas yaitu sekitar 0,012 % dari total seluruh luas 
kabupaten dengan penggunaan lahan yaitu permukiman dan tempat kegiatan. 
 
Gambar 4.4 Diagram Penggunaan Lahan di Kab. Pegunungan Bintang. 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari dataran dan 
perbukitan, dan sebagian besar merupakan kawasan yang mempunyai kemiringan sangat 
curam/terjal. Secara topografi dan geologi wilayah ini memiliki potensi rawan bencana 
seperti bencara tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Daerah-daerah yang mempunyai 
kemiringan besar yang memungkinkan terjadinya gerakan tanah dijumpai pada bagian 
tengah mengarah ke timur.  
Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki daerah perbatasan yang berbatasan dengan 
Negara Papua New Guinea. Mengingat panjangnya garis batas yang ada, diperlukan banyak 
pos-pos perbatasan antar kedua negara. Pos-pos perbatasan ini ditetapkan mengingat secara 
tradisional masyarakat RI maupun PNG banyak melintas, tetapi hingga saat ini pos-pos 
tersebut belum dibangun. Sarana dan prasarana yang ada masih sangat minim. Listrik masih 
belum tersedia, demikian juga air minum masih mengandalkan dari air hujan. Berdasarkan 
hasil wawancara, pos perbatasan yang telah disepakati belum difungsikan dan saat ini hanya 
ada pos pengamanan perbatasan yang dioperasikan TNI dan berada di beberapa distrik, yaitu 























Gambar 4.5 Guna lahan Kabupaten Pegunungan Bintang 2016. 






















Gambar 4.6 Pos pamtas di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. 
Tabel 4.5 Kampung di Kawasan Perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang 
No Distrik Kampung 
1 Iwur Iwur, Kurumkin, Walapkubun, Ulkubi, Ewenkatop, Dipol, Namger, Kamyoim, Nenginum, 
Dinmot Arim. 
2 Pepera Yunmukur, Yunmukur Atas, Bon Yakwol, Atukbin, Oksebakon, Oktetabe, Asekding 2 
3 Kiwirok 
timur 
Wantem, Oketur, Okyop, Ehiptem, Dikdon, Okyako, Okhik, Okyaop, Tatam 
4 Batom Lolin, Asua, Okyop, Oketur, Ehipten, Okhim, Wantem, Dokdon, Batom, Okbem, Moof, Bias, 
Okyako, Oksip, Okanep, sabi, Monghan, Okbifisil, sabin, Borban, Abmisibil, Yapi, Kirimu 
5 Tarub Imsin, Omor, Bitapding, Tarub, Batom II, Matamurkim 
6 Mofinop Mot, Yubu, Muara Asbi, Tual, Milki 
7 Murkim Bias, Bumi, Tero, Delemo 
8 Oksamol Okma, Paune, Tinibil, Oktae, Okdilam, Autpahik, Tomka, Okpa, Okhaka, Honkuding, Bomding, 
Okdunam 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
Jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2015 tercatat 
sebanyak 71.710 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 38.066 jiwa dan jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 33.644 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Pegunungan Bintang pada rentang 2014-2015 sebesar 1,43% dengan kepadatan penduduk 
sebesar 4,57 per km2.  
Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang 
No Distrik 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk Per Tahun 
Kepadatan Penduduk 




1.  Iwur 1.316 1.151 2.467 1,23 2,96 
2.  Kawor 640 548 1.188 1,45 1,42 
3.  Tarup 739 611 1.350 1,,43 2,87 
4.  Awinbon 300 271 571 1,60 0,65 
5.  Oksibil 2.678 1.744 4.422 1,21 17,83 
6.  Pepera 676 613 1.289 1,50 6,58 
7.  Alemsom 1.147 1.050 2.197 1,29 8,29 
8.  Serambakon 1.112 1.027 2.139 1,57 4,49 
9.  Kolomdol 743 552 1.295 1,41 10,44 
10.  Oksop 1.126 1.020 2.146 1,51 6,77 
11.  Oksebang 352 324 676 1,65 30,73 
12.  Ok Bape 439 450 889 1,60 3,61 
13.  Ok Aon 678 662 1.340 1,44 10,08 
14.  Borme 1.721 1.366 3.087 1,28 5,13 
15.  Bime 2.188 2.118 4.306 1,46 5,93 
16.  Epumek 2.384 2.075 4.459 1,43 14,57 
17.  Weime 1.434 1.326 2.760 1,36 10,57 






















Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk Per Tahun 
Kepadatan Penduduk 




19.  Nongme 1.212 1.042 2.254 1,53 4,29 
20.  Batani 792 743 1.535 1,45 1,84 
21.  Okbibab 1.089 1.034 2.123 1,58 8,96 
22.  Aboy 543 532 1.075 1,51 1,02 
23.  Okbab 1.911 1.835 3.746 1,57 6,07 
24.  Teiraplu 820 666 1.486 1,43 1,01 
25.  Yefta 363 301 664 1,22 2,01 
26.  Kiwirok 1.520 1.429 2.949 1,48 11,39 
27.  Kiwirok Timur 1.081 1.054 2.135 1,47 5,28 
28.  Okhika 731 714 1.445 1,47 15,88 
29.  Oklip 930 864 1.794 1,41 39,00 
30.  Oksamol 1.303 1.209 2.512 121 9,41 
31.  Batom 2.434 2.144 4.578 1,53 9,62 
32.  Murkim 393 359 752 1,76 2,09 
33.  Mofinop 674 570 1.244 1,55 1,53 
34.  Okbemta 1.509 1.265 2.774 1,31 3,61 
Pegunungan Bintang 38,066 33.644 71.710 1,43 4,57 
Keterangan:  : Distrik Kawasan Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
4.4 Gambaran Umum Kawasan Perbatasan Distrik Iwur 
Distrik Iwur merupakan salah satu distrik lokpri I di Provinsi Papua yang menjadi 
salah satu jalur pergerakan lintas batas di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Wilayah 
Distrik Iwur memiliki luas 833 Km2. Kelerengan lahan di wilayah Distrik Iwur relatif sangat 
terjal yaitu antara 0 – 45% dan persentase terbesar terdapat pada 45%. Tutupan lahan yang 
ada di wilayah Distrik Iwur meliputi hutan lahan kering primer dan dan semak belukar. 
Kawasan hutan yang ada di wilayah Distrik Iwur adalah hutan lindung dan hutan produksi. 
Pertanian menjadi potensi pengembangan utama karena mayoritas masyarakat memiliki 
mata pencaharian sebagai petani. Produksi padi di Distrik Iwur merupakan produksi terbesar 
di antara distrik lain yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2011. 
Distrik Iwur berbatasan dengan 3 distrik dan dua distrik di Negara PNG yaitu Distrik 
Telefomin dan Distrik North Fly. 
Utara  : Distrik Tarub dan Kalomdol 
Selatan : Kabupaten Boven Digoel 
Barat  : Distrik Kawor 
Timur  : Negara PNG 
Berdasarkan hasil wawancara, Distrik Iwur memiliki 11 wilayah kampung, namun 
hanya 10 kampung yang terdaftar di BPS Kabupaten Pegunungan Bintang. Sepuluh 
kampung tersebut, antara lain: 
1. Ulkubi   





















3. Iwur   
4. Kurumkin   






Kampung Digi merupakan kampung yang baru ditemukan pada awal tahun 2017 
yang berdasarkan hasil wawancara titik lokasinya berada pada garis meridian 141º 01’00”BT 
atau sangat berdekatan dengan garis perbatasan. Sulitnya akses dari kampung ini menuju ke 
pusat kota baik pusat kota di Kabupaten Pegunungan Bintang maupun Papua New Guinea. 
Berdasarkan hasil wawancara juga, awalnya kampung ini dihuni kurang lebih 100 KK, 
namun karena kondisi yang sudah tidak memadai, hampir sebagian besar memutuskan untuk 
bermigrasi ke PNG (karena lebih dekat) dan sampai penelitian dilakukan, terdapat kurang 
lebih 30 KK yang masih berdomisili di kampung ini. 
Pada Gambar 4.7 terdapat perkiraan lokasi Kampung Digi yang ditemukan pada awal 
tahun 2017 lalu. Perkiraan lokasi kampung ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 
TNI Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti. Pada kampung ini terdapat kurang lebih 30 KK. 
Awalnya terdapat kurang lebih 100 KK di Kampung Digi, namun karena kurangnya 
pengetahuan masyarakat terkait batas negara, dan juga karena sulitnya aksesibilitas menuju 
kampung terdekat di Indonesia, maka sebagian besar masyarakat memilih berpindah ke 
PNG.  
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, total penduduk di 
Distrik Iwur adalah 2437 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1302 jiwa, jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 1134 jiwa. Pada Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa 
penduduk dan kepala keluarga terbanyak terdapat di Kampung Ewenkatop. Berdasarkan 
usia, jumlah penduduk terbanyak di Distrik Iwur adalah penduduk dengan usia muda, yaitu 























Gambar 4.7 Titik Kampung di Distrik Iwur. 





















Tabel 4.7 Banyak Rumah Tangga dan Penduduk berdasarkan Kampung di Distrik Iwur 
No. Kampung Rumah Tangga 
Penduduk 
Laki-laki Perempuan Total 
1. Ulkubi 66 173 160 334 
2. Walapkubun 130 189 172 361 
3. Iwur 64 108 91 198 
4. Kurumkin 55 138 118 256 
5. Dinmot Arim 55 84 82 165 
6. Ewenkatop 145 287 248 535 
7. Namger 26 40 27 67 
8. Kamyoim 41 85 72 157 
9. Dipol 32 82 62 144 
10. Nenginum 54 117 102 220 
Total 668 1303 1134 2437 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Distrik Iwur Berdasarkan Usia 
Usia 
Penduduk 
Laki-Laki Perempuan Total 
0 - 4 135 117 252 
5.-9 137 118 255 
10.-14 135 109 245 
15 - 19 157 119 275 
20 - 24 134 133 267 
25 - 29 119 162 280 
30 - 34 142 145 287 
35 - 39 138 106 244 
40 - 44 98 89 187 
45 - 49 79 25 104 
50 - 54 18 6 25 
55 - 59 5 2 7 
60 - 64 3 3 6 
65 + 3 0 3 
Total 1303 1134 2437 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang 2016 
 
Gambar 4.8 Piramida penduduk distrik iwur. 






















Berikut data penduduk berumur 15 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan dan status pekerjaan yang dimiliki.  
Tabel 4.9 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
No Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1. Tidak/belum pernah sekolah 769 751 1520 
2. Tidak/belum tamat SD 26 10 37 
3. Sekolah Dasar/MI/Sederajat 47 15 61 
4. SLTP Umum/MTs/Sederajat 7 2 10 
5. SMU/MA/Sederajat 28 6 34 
6. Diploma I/II/III/IV/S1 9 2 11 
7. S2/S3 0 0 0 
Jumlah 887 786 1673 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016 
Tabel 4.10 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja 
No Status Pekerjaan Utama Laki – Laki Perempuan Jumlah 
1 Berusaha sendiri 6 8 14 
2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar 552 154 706 
3 Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar 0 0 0 
4 Buruh atau karyawan atau pegawai 48 1 49 
5 Pekerja bebas 3 0 3 
6 Pekerja keluarga atau tidak dibayar atau tidak bekerja 278 623 901 
 Jumlah / Total 887 786 1673 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016 
Berdasarkan data pada Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk 
di Distrik Iwur yang berusia 15 tahun ke atas memiliki status pendidikan tidak/belum pernah 
bersekolah. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan yang dimiliki 
penduduk distrik Iwur didominasi oleh status pekerjaan pekerja keluarga atau pekerja yang 
tidak dibayar dan penduduk yang tidak bekerja. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, 
status pekerjaan penduduk laki-laki yang paling banyak adalah berusaha dibantu buruh tidak 
tetap atau buruh tidak dibayar yang artinya bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan 
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak 
tetap (BPS Indonesia, 2018). Pekerjaan yang dilakukan yaitu bertani/berladang. Status 
pekerjaan penduduk perempuan yang paling banyak adalah sebagai pekerja keluarga atau 
pekerja tidak dibayar atau tidak bekerja. Pekerjaan yang dilakukan seperti bertani/berladang, 
dan yang tidak bekerja adalah ibu rumah tangga. 
4.4.1 Sarana 
Adanya sarana di Distrik Iwur juga menjadi salah satu alasan penduduk PNG 
melakukan pergerakan lintas batas ke Indonesia. Berdasarkan hasil survei dan data sekunder 
dari BNPP (2015), terdapat 5 jenis sarana di Distrik Iwur, yaitu sarana pemerintahan, sarana 
keamanan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan. Sarana 
pemerintahan yang terdapat di Distrik Iwur hanya 1, yaitu Kantor Distrik Iwur yang 





















Pamtas Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti merupakan satu-satunya sarana keamanan di 
Distrik Iwur. 
 
Gambar 4.9 Pos Satgas Pamtas di Distrik Iwur. 
Fungsi pokok dari pos satgas pamtas adalah menjaga keamanan di sepanjang 
kawasan perbatasan, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah patroli dan juga 
membantu masyarakat yang berada di sekitas kawasan perbatasan. Terkait kepengurusan 
akses lintas batas bukan menjadi tugas dari satgas pamtas, sehingga pergerakan lintas batas 
yang dilakukan masyarakat di Distrik Iwur masih bersifat tradisional dan illegal karena tidak 
terdapat sarana seperti pos lintas batas dan kantor migrasi di Distrik Iwur. 
 
Gambar 4.10 Kantor Distrik Iwur. 
Sebagai satu-satunya sarana pemerintahan di Distrik Iwur, Kantor Distrik Iwur juga 
tidak memiliki tugas terkait akses lintas batas, hal ini dapat dilihat juga dari ketersediaan 
data pergerakan lintas batas di wilayah pegunungan tengah Papua yang tercatat sampai tahun 
2000, dan juga fungsi akses lintas batas masih belum berfungsi setelah adanya pemekaran 





















A. Sarana Pendidikan 
Terdapat 6 Sarana Pendidikan di Distrik Iwur, yaitu 5 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah 
Menengah Pertama. Berikut gambaran lokasi dan jumlah sarana pendidikan di Distrik Iwur. 
Tabel 4.11 Sarana Pendidikan Distrik Iwur 
No Kampung SD SMP 
1. Ulkubi 1 0 
2. Walapkubun 1 0 
3. Iwur 2 1 
4. Kurumkin 1 0 
5. Dinmot Arim 0 0 
6. Ewenkatop 0 0 
7. Namger 0 0 
8. Kamyoim 0 0 
9. Dipol 0 0 
10. Nenginum 0 0 
Total 5 1 
Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016 
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa siswa dengan orang tua yang 
berasal dari Papua New Guinea. Adanya keluarga di Distrik Iwur serta akses yang ditempuh 
untuk melakukan pergerakan lintas batas yang sulit menjadi alasan orang tua yang 
berkewarganegaraan PNG untuk menyekolahkan anaknya di Indonesia. 
 
      (a)                     (b) 
Gambar 4.11 (a) SD Inpres Iwur; (b) SMP Negeri Iwur 
B. Sarana Kesehatan 
Hanya Terdapat 1 Sarana Kesehatan di Distrik Iwur, yaitu Puskesmas Distrik Iwur 
yang terdapat di Kampung Iwur. Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan Nusantara 
Sehat, hanya 7 dari 10 kampung di Distrik Iwur yang baru mendapat bantuan kesehatan. 
Selain melayani penduduk Indonesia, Puskesmas Distrik Iwur juga melayani penduduk 
PNG. Beberapa alasan penduduk PNG menggunakan layanan Puskesmas di Indonesia antara 
lain karena biaya yang dibutuhkan lebih murah, dan juga karena lokasi puskesmas yang lebih 
mudah dicapai dibandingkan harus kembali ke PNG yang membutuhkan waktu 3 sampai 7 






















Gambar 4.12 Puskesmas Distrik Iwur 
C. Sarana Peribadatan 
Sarana peribadatan yang terdapat di Distrik Iwur yaitu 2 Gereja Protestan dimana 
kedua Gereja tersebut berada di Kampung Ulkubi dan Kampung Iwur.  
 
Gambar 4.13 Gereja di Distrik Iwur 
4.4.2 Prasarana 
Kondisi prasarana di kawasan perbatasan Papua – PNG baik di wilayah Indonesia 
maupun Wilayah PNG tidak berbeda jauh. Kondisi kawasan perbatasan yang tertinggal juga 
terjadi di PNG, hal ini dikarenakan perkembangan di PNG yang lebih berpusat di Ibukota 
PNG. Kawasan perbatasan di PNG yang jauh dari pusat kota serta aksesnya yang sulit 
menarik penduduk PNG untuk melakukan pergerakan ke Papua, salah satunya Kabupaten 
Pegunungan Bintang, karena akses dari pusat kota (Oksibil) menuju distrik di kawasan 
perbatasan tidak sesulit di Kawasan Perbatasan PNG.  
Kondisi prasarana yang terdapat di Distrik Iwur terdiri dari, jaringan transportasi, 
jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air bersih. Berikut merupakan 























A. Jaringan Listrik 
Sebagian besar kawasan perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang, salah 
satunya Distrik Iwur termasuk dalam kawasan yang belum dialiri listrik PLN. Satu-satunya 
sumber listrik yang ada di Distrik Iwur adalah tenaga surya dengan menggunakan solar cell 
atau sel surya. Kondisi dari sel surya yang ada di Distrik Iwur saat ini sedang dalam kondisi 
rusak, sehingga pada malam hari penerangan yang digunakan adalah lilin atau lampu 
minyak. Solar Cell atau sel surya yang ada merupakan bantuan dari pemerintah yang berada 
dalam satu program hibah dengan beberapa distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang. 
  
(a)          (b) 
Gambar 4.14 (a) Solar cell Distrik Oksibil; (b) Solar cell Distrik Iwur. 
B. Jaringan Air Bersih 
Sumber air bersih yang digunakan masyarakat Iwur sebagian besar adalah sumur dan 
air hujan yang ditampung menggunakan wadah yang ditempatkan dekat dengan rumah 
warga. Apabila musim kemarau, penduduk akan menggunakan air sungai untuk keperluan 
sehari-hari 
  
  (a)            (b) 























C. Jaringan Telekomunikasi 
Hanya terdapat 1 menara telekomunikasi di Distrik Iwur mengakibatkan sebagian 
besar Distrik Iwur belum terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Pada kondisi eksisting 
sinyal provider dengan kekuatan lemah hanya terdapat di satu kampung, yaitu Kampung 
Iwur. Berdasarkan hasil wawancara, operasional dari menara telekomunikasi tersebut 
sempat terhambat dikarenakan modem penangkap sinyal yang terbakar, hal ini menyebabkan 
kondisi sinyal yang tidak stabil hingga sekarang. 
 
Gambar 4.16 Menara Telkomunikasi di Distrik Iwur 
D. Jaringan Transportasi 
Kondisi geografis Kabupaten Pegunungan Bintang menyebabkan sulitnya akses 
transportasi darat yang menghubungkan antar distrik, sehingga akses transportasi antar 
distrik didominasi oleh transportasi udara. Data terakhir yang dimiliki BPS Kabupaten 
Pegunungan Bintang, terdapat 65 Bandara Perintis yang tersebar di 34 Distrik. Bandara 
perintis tersebut dapat didarati pesawat jenis Pilatus Porter dan Cessna Grand Caravan 
dengan jumlah penumpang 7 sampai 10 orang. Untuk penerbangan menuju Distrik Iwur 
adalah dua kali seminggu dengan biaya Rp 300.000 – Rp 500.000 per orang atau dengan 
menyewa pesawat dengan biaya Rp 15.000.000 – Rp 30.000.000.  
Berdasarkan data BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, akses darat yang terdapat di 
Distrik Iwur terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 3 Km dengan perkerasan jalan tanah. 
Selain itu, hanya terdapat 1 jembatan gantung yang menjadi jembatan penghubung antara 
Distrik Iwur dan Distrik Oksibil. Berdasarkan hasil wawancara, satu-satunya kawasan 
perbatasan yang dapat dicapai dengan perjalanan darat dari Oksibil adalah Distrik Iwur. 
Untuk waktu operasional transportasi darat menuju Iwur setiap hari dengan biaya yang 
sebesar Rp 200.000 per orang, namun perjalanan tidak sepenuhnya menggunakan 





















   
(a)    (b) 
Gambar 4.17 (a) Akses jalan darat menuju Distrik iwur; (b) Jalan dengan perkerasan tanah di 
Distrik Iwur. 
  
  (a)        (b) 




(a)              (b) 
Gambar 4.19 (a) Jalan perkerasan tanah di Distrik Iwur.; (b) Jembatan gantung ‘Tali 3’ Distrik 
Iwur. 
  
(a)      (b) 
Gambar 4.20 Pesawat yang digunakan untuk transportasi udara di Kab. Pegunungan Bintang; (a) 






















4.5 Organisasi Serikat Ekonomi Aman (OSEA) 
OSEA adalah salah satu organisasi yang berpusat di Iwur. Organisasi ini 
beranggotakan masyarakat yang dulunya anggota OPM yang berkewarganegaraan Indonesia 
ataupun berkewarganegaraan PNG. OSEA masih dikategorikan sebagai organisasi illegal 
karena hingga saat ini belum memiliki izin untuk beroperasi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak TNI, OSEA juga memiliki ideologi yang 
berbeda dengan Indonesia, namun dalam melakukan kegiatannya OSEA berbaur dengan 
masyarakat, bahkan memberikan bantuan ke masyarakat khususnya masyarakat di Distrik 
Iwur. Keberadaan OSEA di Iwur tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang berdomisili 
di Distrik Iwur, hal ini dapat dilihat dari adanya perizinan untuk OSEA mengibarkan bendera 
organisasinya di Distrik Iwur kecuali pada tiga lokasi, yaitu sekolah, Pos TNI, dan kantor 
distrik. Selama beroperasi, OSEA telah memiliki struktur organisasi hingga mata uang yang 
akan digunakan apabila telah bebas dari Indonesia. Adanya OSEA juga mempengaruhi 
pergerakan lintas batas, dimana adanya pergerakan lintas batas yang dilakukan untuk 
kegiatan organisasi ini. 
 
(a)          (b) 
Gambar 4.21 (a) Bendera OSEA yang berkibar di Pintu Masuk Kampung Iwur; (b) Bendera OSEA 
 
(a)                  (b)        (c) 
Gambar 4.22 (a) Ideologi OSEA; (b) Kartu Keanggotaan OSEA; (c) Mata uang yang dibuat OSEA 
Sumber: Dokumentasi TNI Yonif Raider 700/WYC 
 






















4.6 Pergerakan Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Iwur 
4.6.1 Karakteristik Jalur Pergerakan 
Belum adanya sarana pos lintas batas negara ataupun kantor migrasi menyebabkan 
pergerakan lintas batas yang dilakukan bersifat illegal dan tidak terpantau. Akibat lain yang 
ditimbulkan adalah banyaknya jalur yang menjadi akses pintu lintas batas di Kawasan 
Perbatasan Papua – PNG. Jalur tersebut merupakan jalur yang dilalui masyarakat untuk 
melakukan pergerakan menuju negara tujuan, dan lokasi jalur tersebut tersebar di hutan 
sepanjang kawasan perbatasan. 
Berdasarkan hasil survei, terdapat tiga jalur yang sering dilalui masyarakat Distrik 
Iwur menuju PNG atau pun masyarakat dari PNG yang menuju Distrik Iwur, jalur tersebut 
antara lain, Kampung Marantikin di Distrik Tarub (sebelah Timur Distrik Iwur), Jalur Ok 
Tedi (salah satu daerah pertambangan di PNG), dan yang terakhir ada jalur yang dilalui 
Masyarakat Kampung Digi. Tiga jalur tersebut dilalui berdasarkan faktor kedekatan 
kampung/desa yang dituju sesuai dengan maksud pergerakan dilakukan. Masyarakat 
kampung Digi akan langsung melewati perbatasan melalui kampung Digi karena akses lintas 
Kampung Digi merupakan akses lintas batas yang paling dekat. Masyarakat akan melalui 
akses lintas batas di Kampung Marangtikin untuk mengunjungi keluarga mereka yang 
berada di Distrik Yapsie Rural, karena pintu di Kampung Marangtikin adalah salah satu pintu 
akses lintas batas yang dekat dengan Provinsi Sandaun.  
Kedekatan kampung dengan pintu akses lintas batas menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi masyarakat untuk memilih pintu akses lintas batas dikarenakan pergerakan 
lintas batas dilakukan masyarakat dengan berjalan kaki. Selain itu, masyarakat lebih memilih 
untuk melakukan pergerakan melewati kampung-kampung yang ada sebelum mencapai 
pintu akses lintas batas agar dapat beristirahat di sela-sela perjalanan. 
 











































4.6.2 Karakteristik Responden 
Sampel yang diwawancara terdiri dari 204 masyarakat Indonesia dan PNG yang 
berdomisili di Distrik Iwur. Sampel tersebut terdiri dari masyarakat berkewarganegaraan 
Indonesia dan PNG baik yang melakukan pergerakan lintas batas maupun yang tidak 
melakukan pergerakan lintas batas. Berikut merupakan data responden yang diwawancara 
berdasarkan usia.  




Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
15-19 1 3 1 0 5 
20-24 5 1 1 2 9 
25-29 13 11 4 3 31 
30-34 14 14 10 8 46 
35-39 14 15 5 9 43 
40-44 10 12 5 3 30 
45-49 8 10 7 4 29 
50-54 4 1 1 1 7 
55-59 1 0 1 0 2 
60-64 1 0 1 0 2 
Total 71 67 36 30 204 
Berdasarkan hasil wawancara, pergerakan lintas batas dilakukan secara berkelompok 
beranggotakan 2 sampai 10 orang yang berasal dari beberapa keluarga. Semua pergerakan 
dilakukan tanpa melalui Pos Lintas Batas. Pergerakan dilakukan dengan berjalan kaki 
melalui beberapa jalur dan waktu perjalanan yang dilakukan beragam, yaitu antara 3 hari 
sampai 1 minggu. Dari 204 responden yang terdiri dari 138 Penduduk Indonesia dan 66 
Penduduk PNG. Terdapat 123 penduduk pelaku pergerakan lintas batas.  Penduduk yang 
paling sering melakukan pergerakan adalah penduduk laki-laki baik penduduk Indonesia 
maupun Penduduk PNG. 










Indonesia 71 37 67 30 138 
PNG 36 36 30 20 66 
Total 107 73 97 50 204 
Tabel 4.14 Data Responden yang Melakukan Pergerakan Lintas Batas berdasarkan Usia 
Usia 
Perempuan Laki-laki 
Total Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 2 0 2 1 1 2 4 
20-24 1 1 2 3 1 4 6 
25-29 9 3 12 2 4 6 18 
30-34 14 8 22 10 4 14 36 
35-39 11 8 19 10 5 15 34 
40-44 0 0 0 5 5 10 10 
45-49 0 0 0 3 7 10 10 























Total Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
55-59 0 0 0 0 1 1 1 
60-64 0 0 0 0 1 1 1 
Total 37 20 57 36 30 66 123 
Usia penduduk yang menjadi responden adalah penduduk di usia produktif, 
penduduk yang paling banyak menjadi responden adalah penduduk pada kelompok usia 30–
34 tahun dan penduduk pada kelompok usia 35–39 tahun. Semua responden yang 
diwawancara berdomisili di Distrik Iwur. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar 
penduduk tidak pernah bersekolah, data tingkat pendidikan penduduk yang melakukan 
pergerakan lintas batas terdapat pada tabel 4.11. 




Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
Tidak belum pernah bersekolah 62 63 35 30 190 
SD 4 1 1 0 6 
SMP 2 2 0 0 4 
SMA 2 0 0 0 2 
DI/II/III/Akademi 0 1 0 0 1 
S1/D4 1 0 0 0 1 
Total 71 67 36 30 204 
Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 172 responden bekerja sebagai petani, 21 
responden bekerja sebagai ibu rumah tangga, 1 responden bekerja sebagai Pendeta, 1 
responden bekerja sebagai perawat, 3 responden bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara 
(ASN), 6 responden tidak bekerja. Pergerakan lintas batas tidak hanya dipengaruhi oleh 
kondisi umum kependudukan, keanggotaan penduduk terhadap salah satu organisasi di 
Distrik Iwur (OSEA) menjadi salah satu penyebab terjadinya pergerakan lintas batas. 
Berdasarkan hasil survey, sebanyak 30 responden yang terdiri dari 20 penduduk Indonesia 
dan 10 penduduk PNG merupakan anggota OSEA yang melakukan pergerakan lintas batas.  
Apabila dikategorikan berdasarkan pergerakan yang dilakukan selama tahun 2016, 
maka pembagian jenis penduduk perbatasan (transnational borderlanders dan national 
borderlanders) di Distrik Iwur terdapat pada Tabel 4.16 
Tabel 4.16 Jenis Penduduk Perbatasan di Distrik Iwur 
Kewarganegaraan 
Transnational Borderlanders National Borderlanders 
Total 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
Indonesia 37 30 34 37 138 
PNG 36 20 0 10 66 
Total 67 50 34 47 204 
Transnational Borderlanders di Distrik Iwur adalah responden yang telah melakukan 
pergerakan lintas batas selama tahun 2016, sedangkan National Borderlanders adalah 





















Tabel 4.16 bahwa penduduk yang dikategorikan sebagai transnational borderlanders lebih 
banyak daripada national borderlanders yang menunjukkan bahwa penduduk di Kawasan 
Perbatasan Indonesia – PNG, khususnya di Distrik Iwur masih memiliki hubungan yang 
intens dengan penduduk di negara yang berbatasan. Sekitar 30% penduduk 
berkewarganegaraan PNG berjenis kelamin perempuan (transients) yang menjadi national 
borderlanders karena tidak melakukan pergerakan lintas batas dan juga menetap di 
Indonesia karena sudah menikah dengan penduduk berkerwarganegaraan Indonesia di 
Distrik Iwur. 
 
Gambar 4.26 Persentase Responden berdasarkan Jenis Penduduk Perbatasan 
4.6.3 Karakteristik Pergerakan Lintas Batas 
Pergerakan lintas batas merupakan pergerakan yang dilakukan di Kawasan 
Perbatasan dimana daerah asal dan daerah tujuan berada di kawasan administrasi negara 
yang berbeda. Selama tahun 2016, 123 responden telah melakukan total 451 pergerakan 
lintas batas. Pergerakan yang dilakukan apabila dilihat dari aspek lama tinggal maka jenisnya 
terbagi menjadi dua, yaitu migrasi dan sirkuler (Mantra, 2000), dimana responden akan 
dikategorikan bermigrasi apabila telah menetap selama lebih dari 6 bulan di wilayah tujuan, 
dan responden akan dikategorikan bergerak secara sirkuler apabila menetap kurang dari 6 
bulan di wilayah tujuan. Apabila dilihat dari aspek tipe pergerakan maksud dan tujuan maka 
jenisnya terbagi menjadi 4 maksud atau tujuan (Gunawan et al, 2007 dan Setiawan, 2009), 
yaitu: 







































2. Maksud tujuan sosial, terdiri dari satu tujuan yaitu mengunjungi keluarga. 
3. Maksud tujuan budaya, terdiri dari tiga tujuan, yaitu pernikahan, berburu, dan 
upcara adat. 
4. Maksud tujuan politik, hanya terdapat satu tujuan yang termasuk dalam maksud 
tujuan politik, yaitu kegiatan organisasi. 
Berikut data pergerakan yang dilakukan responden selama tahun 2016: 
Tabel 4.17 Data Pergerakan Berdasarkan Maksud dan Tujuan 
Tujuan Pergerakan 
Total Pergerakan Tahun 2016 
Responden Indonesia Responden PNG Total 
Ekonomi 
Belanja 42 71 113 
Berdagang 63 29 92 
Berladang 86 67 153 
Sosial Mengunjungi Keluarga 40 34 74 
Budaya Mengikuti Kegiatan Adat 3 8 11 
Politik Kegiatan organisasi 3 5 8 
Total 238 214 451 
Berdasarkan Tabel 4.17, Maksud tujuan yang paling banyak memengaruhi 
pergerakan lintas batas penduduk di kawasan perbatasan Distrik Iwur adalah berladang dan 
belanja yang termasuk dalam maksud tujuan ekonomi. Waktu pergerakan terbanyak yang 
dilakukan untuk tujuan berladang adalah ketika musim panen tiba sedangkan waktu 
pergerakan terbanyak yang dilakukan untuk Belanja adalah waktu yang dekat dengan hari 
besar keagamaan, seperti Paskah, Natal, dan Tahun Baru, dan juga ketika musim panen tiba.  
4.6.4 Sosiogram Pergerakan Lintas Batas Penduduk Kawasan Perbatasan Distrik 
Iwur 
Analisis sosiogram ditujukan untuk mengetahui asal dan tujuan responden yang 
melakukan pergerakan lintas batas dengan megacu pada administrasi distrik dari masing-
masing negara. Selain penduduk yang berdomisili di Distrik Iwur, terdapat beberapa 
penduduk yang berdomisili di Distrik Tarub dan Distrik Oksibil yang juga melakukan 
pergerakan lintas batas. Wilayah yang paling banyak dituju adalah Star Mountain Rural di 
Provinsi Western, PNG. Tujuan pergerakan dengan wilayah tujuan yang paling beragam 
adalah pergerakan yang dilakukan dengan maksud tujuan mengunjungi keluarga.  
Semua pergerakan yang dilakukan baik itu pergerakan tradisional maupun non 
tradisional dikategorikan sebagai pergerakan yang illegal karena tidak melalui prosedur 
pergerakan lintas batas yang telah diatur dalam Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Australia tentang Pengaturan-pengaturan Administratif mengenai Perbatasan 





















perbatasan seperti pos lintas batas ataupun kantor imigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten 
Pegunungan Bintang. 
A. Tujuan Berbelanja/Berdagang 
Pada tujuan ini pergerakan lintas batas yang dilakukan dengan frekuensi yang intens 
serta dilakukan oleh WNI dan juga Warga Negara PNG adalah Iwur – Yapsie Rural, dan 
Iwur – Star Mountain. Intensnya pergerakan di wilayah ini disebabkan adanya ikatan 
kekeluargaan atau ikatan kesukuan, dan juga faktor kedekatan wilayah. Tidak jarang 
kegiatan berbelanja dan berdagang dilakukan hingga sampai di Distrik Oksibil. Berikut data 
pergerakan yang dilakukan berdasarkan tujuan berbelanja/berdagang. 
Tabel 4.18 Total pergerakan yang Dilakukan dengan Tujuan Berdagang dan Berbelanja 










Iwur - Telefomin 4 5 1 6 
Tarub - Star Mountain 5 2 4 6 
Olsobip - Iwur 5 6 1 7 
Iwur - Ningerum 4 3 7 10 
Telefomin - Iwur 5 8 4 12 
Yapsie - Iwur 9 12 4 16 
Ningerum - Iwur 7 11 8 19 
Iwur - Olsobip 8 5 15 20 
Iwur - Yapsie 18 19 12 31 
Iwur - Star Mountain 14 8 24 32 
Star Mountain - Iwur 18 34 12 46 
Total 97 113 92 205 
Keterangan  
 : Pergerakan dengan tujuan Berdagang/Berbelanja terbanyak 
 : Wilayah yang menjadi lokasi pergerakan dengan tujuan berdagang.berbelanja terbanyak 
Pada Tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa tujuan pergerakan berbelanja/berdagang 
terpusat pada dua wilayah yaitu distrik Iwur dan Star Mountain Rural dimana kedua wilayah 
tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung, pergerakan dengan tujuan 
pergerakan belanja/berdagang yang intens juga terjadi pada wilayah Iwur dan Yapsie Rural, 
namun pergerakan yang ada tidak sebanyak pergerakan antara Iwur dengan Star Mountain 
dikarenakan jarak antara kedua wilayah lebih jauh.  
Selain itu, pergerakan dengan tujuan berdagang atau berbelanja didominasi 
pergerakan dua arah, atau pergerakan tidak hanya dilakukan oleh masyrakat di satu wilayah 
saja. Terdapat pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di tiap wilayah 
asalnya ke wilayah yang menjadi tujuannya, sebaliknya terdapat masyarakat di wilayah 
tujuan yang menjadikan wilayah asalnya sebagai daerah tujuan melakukan pergerakan. 
Berdasarkan hasil wawancara barang yang diperjualbelikan adalah bahan makanan 





















Masyarakat yang melakukan pergerakan pun lebih banyak dengan tujuan berbelanja. 
Pada data yang dirangkum dalam Tabel 4.19. Tabel 4.20, dan Tabel 4.21, dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki yang paling banyak melakukan pergerakan 
adalah masyarakat dengan kewarganegaraan PNG dan tujuan yang paling sering dilakukan 
adalah belanja, sedangkan masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki yang 
berkewarganegaraan Indonesia, lebih sering melakukan pergerakan dengan tujuan 
berdagang.  
Asal suku dari responden juga memiliki peran penting dikarenakan pergerakan yang 
dilakukan juga selain berdasarkan ikatan kekeluargaan, juga berdasarkan pada wilayah suku 
atau ikatan kesukuan. Pada Tabel 4.22 dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan 
pergerakan didominasi oleh responden yang berasal dari Suku Murop atau suku yang 
berdomisili dekat dengan PNG di bagian selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 
bagian Selatan Provinsi Sandaun atau West Sepik, dan juga bagian Utara Provinsi Western. 
Masyarakat yang paling sering melakukan pergerakan baik dengan tujuan berdagang 
maupun berbelanja dengan jenis kelamin perempuan adalah masyarakat dengan 
keawarganegaraan Indonesia. Selain itu, dapat dilihat juga pada Gambar 4.27, Gambar 4.28, 
dan Gambar 4.29 dimana terangkum data responden berdasarkan pekerjaan, keanggotaan 
dengan OSEA, serta keinginan untuk mengikuti kegiatan adat. Berdasarkan data pada 
gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa 93% dari responden yang melakukan 
pergerakan dengan tujuan belanja/berdagang memiliki pekerjaan yang didominasi jenis 
pekerjaan petani. Hal ini mengakibatkan pergerakan yang dilakukan juga bertujuan untuk 
berladang di tanah yang dimiliki di negara yang berbatasan yaitu PNG untuk responden yang 
berkewarganegaraan Indonesia, dan sebaliknya, negara Indonesia untuk responden yang 
berkewarganegaraan PNG. 
Selain pekerjaan, dapat dilihat juga terdapat kurang lebih 70% responden merupakan 
anggota dari OSEA dan juga memiliki keinginan untuk mengikuti kegiatan adat. Karena itu, 
terdapat kemungkinan pergerakan yang dilakukan juga memiliki tujuan terkait seperti 
kegiatan organisasi, dan juga kegiatan adat.  
Tabel 4.19 Responden yang Melakukan dengan Tujuan Berdagang berdasarkan Usia 
Berdagang 
Usia (tahun) 
Laki-laki Perempuan  
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 1 0 1 1 0 1 
20-24 2 1 3 1 0 1 
25-29 0 2 2 5 2 7 
30-34 3 2 5 4 6 10 























Laki-laki Perempuan  
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
40-44 5 0 5 0 0 0 
45-49 2 1 3 0 0 0 
50-54 1 0 1 0 0 0 
55-59 0 0 0 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 21 7 28 13 10 23 




Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 0 1 1 0 0 0 
20-24 0 1 1 0 0 0 
25-29 0 3 3 5 2 7 
30-34 1 6 7 9 3 12 
35-39 2 4 6 5 8 13 
40-44 0 4 4 0 0 0 
45-49 1 6 7 0 0 0 
50-54 1 0 1 0 0 0 
55-59 0 0 0 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 5 25 30 19 13 32 
Tabel 4.21 Responden yang Melakukan dengan Tujuan Berdagang dan Belanja berdasarkan Usia 
Belanja dan Berdagang 
Usia (tahun) 
Laki-laki Perempuan  
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 1 1 0 0 0 
25-29 0 1 1 1 1 2 
30-34 1 1 2 0 2 2 
35-39 1 1 2 0 0 0 
40-44 0 0 0 0 0 0 
45-49 0 1 1 0 0 0 
50-54 0 0 0 0 0 0 
55-59 0 0 0 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 2 5 7 1 3 4 
Tabel 4.22 Asal Suku Responden yang Melakukan Pergerakan dengan Tujuan Berdagang/Belanja 
Asal Suku 
Laki-laki Perempuan 
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
Ketengban 0 0 0 1 0 1 
Kimki 0 0 0 4 2 6 
Murop 20 26 46 29 13 42 
Ngalum 2 1 3 3 2 5 






















Gambar 4.27 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan 
berdagang/berbelanja berdasarkan pekerjaan. 
 
Gambar 4.28 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan 
berdagang/berbelanja berdasarkan keanggotaan dengan OSEA. 
 
Gambar 4.29 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan 
























































































B. Tujuan Berladang 
Pergerakan dengan tujuan berladang dipengaruhi oleh adanya tanah yang dimiliki 
oleh masing-masing masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan, pembagian 
kawasan perbatasan yang tidak memperhatikan kondisi ini menyebabkan terbaginya 
administrasi tanah ulayat menjadi dua, yaitu di Indonesia dan di PNG. 
Tabel 4.23 Total pergerakan yang Dilakukan dengan Tujuan Berladang 
Wilayah asal dan wilayah tujuan Responden yang melakukan pergerakan Tujuan Berladang 
Tarub - Star Mountain 6 11 
Iwur - Yapsie 17 24 
Iwur - Star Mountain 28 51 
Star Mountain - Iwur 43 67 
Total 94 153 
Keterangan  
 : Pergerakan dengan tujuan Berladang terbanyak 
 : Wilayah yang menjadi lokasi pergerakan dengan tujuan berladang terbanyak 
Berdasarkan data pada tabel 4.23 dapat disimpulkan bahwa pergerakan dengan 
tujuan berladang paling banyak terjadi antara Distrik Iwur – Distrik Star Mountain Rural 
yang merupakan dua distrik yang berbatasan langsung dan dua distrik yang memiliki jarak 
tempuh yang paling dekat. Dari pergerakan tersebut, pergerakan dari Distrik Star Mountain 
menuju Distrik Iwur adalah pergerakan yang memiliki jumlah terbanyak. 
Pergerakan dengan tujuan berladang paling sering dilakukan ketika musim panen 
atau musim tanam. Apabila masyarakat tidak dapat melakukan pergerakan untuk mengolah 
lahan, maka lahan mereka akan diolah oleh keluarga yang berdomisili di negara tujuan atau 
negara dimana lokasi tanah mereka berada. Berdasarkan Tabel 4.24 dapat disimpulkan 
bahwa pergerakan dengan tujuan berladang paling banyak dilakukan oleh responden yang 
berada di kelompok usia 30 – 34 tahun dan 35 – 39 tahun untuk responden laki-laki, 
kelompok usia 25 -29 tahun dan kelompok usia 30 – 34 tahun untuk responden perempuan.. 
Pada Tabel 4.25 dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pergerakan 
didominasi oleh responden yang berasal dari Suku Murop atau suku yang berdomisili dekat 
dengan PNG di bagian selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pada bagian Selatan 
Provinsi Sandaun atau West Sepik, dan juga bagian Utara Provinsi Western. Berdasarkan 
jenis pekerjaan, kurang lebih 93 persen responden yang melakukan pergerakan dengan 
tujuan berladang memiliki pekerjaan sebegai petani dan 7 persen diantaranya tidak memiliki 
pekerjaan. Untuk responden yang tidak bekerja akan melakukan pergerakan dengan tujuan 
berladang untuk membantu mengolah lahan. 
Pada Gambar 4.31 dan Gambar 4.32 dapat disimpulkan bahwa keanggotaan terhadap 





















pergerakan yang dilakukan dengan tujuan berladang karena  responden pergerakan ini 
didominasi oleh responden yang bukan anggota OSEA, dan juga tidak memiliki masalah 
dengan keikutsertaannya terhadap kegiatan adat. Pada sosiogram pergerakan dengan tujuan 
berladang dapat disimpulkan bahwa pergerakan ini didominasi pergerakan 1 arah, atau 
pergerakan yang hanya dilakukan penduduk berkewarganegaraan Indonesia menuju Negara 
PNG. 
Tabel 4.24 Responden yang Melakukan Pergerakan dengan Tujuan Berladang berdasarkan Usia 
Usia (tahun) 
Laki-laki Perempuan 
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 1 0 1 1 0 1 
20-24 3 1 4 7 0 7 
25-29 2 4 6 11 3 14 
30-34 4 8 12 5 6 11 
35-39 8 4 12 0 8 8 
40-44 4 3 7 0 0 0 
45-49 3 5 8 0 0 0 
50-54 2 0 2 0 0 0 
55-59 0 1 1 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
total 27 26 53 24 17 41 
Tabel 4.25 Asal Suku Responden yang Melakukan Pergerakan dengan Tujuan Berladang 
Asal Suku 
Laki-laki Perempuan 
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
Kimki 0 0 0 3 1 4 
Murop 24 26 50 16 13 29 
Ngalum 3 0 3 5 3 8 
total 27 26 53 24 17 41 
 
 




































Gambar 4.32 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan berladang 
berdasarkan keanggotaan dengan OSEA. 
 
Gambar 4.33 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan berladang 
berdasarkan keinginan mengikuti kegiatan adat. 
 
Gambar 4.34 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan berladang 






























































































C. Tujuan Mengunjungi Keluarga 
Pergerakan lintas batas dengan tujuan mengunjungi keluarga merupakan pergerakan 
dengan wilayah tujuan yang paling beragam. Hal ini dikarenakan tempat keluarga dari 
masing-masing responden berdomisili yang tersebar hampir di seluruh distrik di Provinsi 
Sandaun dan juga Provinsi Western. Pergerakan ini paling sering dilakukan apabila 
mendekati hari besar keagamaan, atau adanya pernikahan antara anggota suku yang 
berdomisili di negara yang berbeda. 
Pada Tabel 4.26 dapat disimpulkan bahwa pergerakan dengan tujuan mengunjungi 
keluarga paling banyak terjadi di antara Distrik Iwur dan Distrik Star Mountain Rural. Hal 
ini dikarenakan masyarakat yang berdomisili di kedua wilayah tersebut masih menjadi 
anggota suku yang sama, yaitu Suku Murop. Faktor kedekatan antara kedua distrik juga 
menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya pergerakan yang terjadi antara kedua distrik 
tersebut. 
Selain menjadi tujuan dengan cakupan wilayah yang paling beragam, asal suku 
responden yang melakukan pergerakan ini juga beragam. Anggota Suku Murop menjadi 
responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan mengunjungi keluarga terbanyak. 
Apabila ditinjau dari pekerjaan sekitar 85% masyarakat yang melakukan pergerakan dengan 
tujuan mengunjungi keluarga memiliki pekerjaan sebagai petani (Gambar 4.36). Hal ini juga 
dipengaruhi aktivitas berladang, berbelanja, ataupun berdagang yang lebih terpusat pada 
wilayah kesukuan. 
Pada Gambar 4.37 dan Gambar 4.38, sebagian besar dari responden atau sekitar 79% 
dari total responden yang melakukan pergerakan lintas batas dengan tujuan mengunjungi 
keluarga bukan merupakan anggota OSEA. Hampir setengah dari responden atau sekitar 
45% dari total responden memiliki keinginan atau bersedia mengikuti kegiatan adat yang 
dilaksanakan di negara tujuan atau negara yang berbatasan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
kegiatan yang lebih diprioritaskan oleh responden seperti berladang atau berdagang. 
Pada sosiogram (Gambar 4.39) pergerakan lintas batas dengan tujuan mengunjungi 
keluarga, pergerakan dua arah atau adanya pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat 
berkewarganegaraan PNG dan berdomisili di PNG menuju ke Indonesia dan adanya 
pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat berkewarganegaraan Indonesia yang 
berdomisili di Indonesia terjadi antara distrik yang berada di Provinsi Western dan di Papua, 
sedangkan untuk Provinsi Sandaun didominasi oleh pergerakan satu arah (hanya terdapat 





















Tabel 4.26 Total pergerakan yang Dilakukan dengan Tujuan Mengunjungi Keluarga 
Wilayah asal dan wilayah 
tujuan 




Oksibil - Star Mountain 3 3 
Tarub - Star Mountain 2 2 
Star Mountain - Oksibil 1 1 
Star Mountain - Iwur 14 17 
Olsobib - Iwur 9 11 
Ningerum - Iwur 4 5 
Iwur - Yapsie 9 10 
Iwur - Star Mountain 6 7 
Iwur - Telefomin 9 9 
Iwur - Oksapmin 5 5 
Iwur - Ningerum 1 1 
Iwur - Olsobib 2 2 
Iwur - Green River 1 1 
Total 66 74 
Keterangan    
 : Pergerakan dengan tujuan mengunjungi keluarga terbanyak 
 : Wilayah yang menjadi lokasi pergerakan dengan tujuan mengunjungi keluarga terbanyak 




Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 1 0 1 2 0 2 
20-24 2 1 3 1 1 2 
25-29 1 2 3 6 1 7 
30-34 2 5 7 8 5 13 
35-39 6 1 7 5 4 9 
40-44 1 3 4 0 0 0 
45-49 3 3 6 0 0 0 
50-54 0 1 1 0 0 0 
55-59 0 1 1 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 16 17 33 22 11 33 




Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
Ketengban 0 0 0 2 0 2 
Kimki 0 0 0 3 4 7 
Murop 13 17 30 15 6 21 
Ngalum 3 0 3 2 1 3 






















Gambar 4.36 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan mengunjungi 
keluarga berdasarkan pekerjaan. 
 
Gambar 4.37 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan mengunjungi 
keluarga berdasarkan keanggotaan dengan OSEA. 
 
Gambar 4.38 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan mengunjungi 




























































































D. Tujuan Aktivitas Adat 
Pergerakan dengan tujuan aktivitas adat dan kegiatan organisasi merupakan 
pergerakan dengan jumlah yang paling sedikit. Pergerakan ini pun terpusat di antara Distrik 
Iwur dan Distrik Star Mountain Rural. Pergerakan dengan tujuan aktivitas budaya terbagi 
menjadi dua, yaitu pergerakan dengan tujuan berburu dan pergerakan dengan upacara adat. 
Upacara adat yang dimaksud seperti pernikahan atau upacara perang. 
Responden yang melakukan pergerakan ini merupakan bagian dari Suku Murop, 
suku yang memiliki wilayah adat di kawasan perbatasan bagian selatan Kabupaten 
Pegunungan Bintang. Sekitar 78% responden yang melakukan pergerakan ini merupakan 
responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan 22% lainnya tidak memiliki 
pekerjaan. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.42 dan Gambar 4.43, sebagian responden 
bukan bagian dari OSEA dan juga tidak mempermasalahkan apabila responden tidak 
mengikuti seluruh kegiatan adat di negara yang berbatasan kecuali apabila upacara adat yang 
dilakuka berkaitan langsung dengan mereka (pernikahan antar keluarga, adanya perang yang 
disebabkan oleh anggota keluarga). 
Pada sosiogram (Gambar 4.44) pergerakan lintas batas dengan tujuan aktivitas adat 
terdiri dari dua jenis yaitu pergerakan yang hanya dilakukan penduduk berkewarganegaraan 
PNG menuju Indonesia dan pergerakan dua arah. Pergerakan dua arah yang dimaksudkan 
adalah pergerakan yang dilakukan penduduk dengan kewarganegaraan PNG dan Indonesia 
menuju negara tujuannya, yaitu Indonesia untuk penduduk berkewarganegaraan PNG dan 
PNG untuk penduduk berkewarganegaraan Indonesia. 
    
   (a)           (b) 
Gambar 4.40 (a) Bentuk penyamaran sebelum berperang; (b) Kegiatan perdamaian apabila 























Tabel 4.29 Total pergerakan yang Dilakukan dengan Tujuan Aktivitas Adat 
Wilayah asal dan wilayah 
tujuan 
Responden yang melakukan 
pergerakan 
Berburu Upacara Adat 
Iwur -Star Mountain 1 1 0 
Star Mountain - Iwur 3 1 3 
Olsobib - Iwur 2 0 3 
Ningerum - Iwur 1 0 1 
Iwur - Yapsie 2 1 1 
Total 9 3 8 
Keterangan 
 : Pergerakan dengan tujuan aktivitas adat terbanyak 
 : Wilayah yang menjadi lokasi pergerakan dengan tujuan aktivitas adat terbanyak 





Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 
25-29 1 0 1 0 1 1 
30-34 0 0 0 0 0 0 
35-39 0 1 1 1 2 3 
40-44 0 0 0 0 0 0 
45-49 1 1 2 0 0 0 
50-54 0 0 0 0 0 0 
55-59 0 1 1 0 0 0 
60-64 0 0 0 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 2 3 5 1 3 4 
Tabel 4.31 Asal Suku Responden yang Melakukan Pergerakan dengan Tujuan Aktivitas Adat 
Asal Suku 
Laki-laki Perempuan 
Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
Murop 1 3 4 1 3 4 
Ngalum 1 0 1 0 0 0 
Total 2 3 5 1 3 4 
 
 



































Gambar 4.42 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan aktivitas adat 
berdasarkan keanggotaan dengan OSEA. 
 
Gambar 4.43 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan aktivitas adat 




































Persentase Responden berdasarkan Keinginan 











































E. Tujuan Kegiatan Organisasi 
Pergerakan lintas batas dengan tujuan kegiatan organisasi hanya dilakukan oleh total 
7 responden yang merupakan anggota OSEA. Semua responden tersebut berasal dari SUku 
Murop yang juga memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga selain kegiatan organisasi, 
responden juga melakukan pergerakan lintas batas dengan tujuan berladang atau berdagang. 
Kegiatan organisasi yang dilakukan seperti rapat koordinasi atau kegiatan donasi 
untuk memperlancar kegiatan organisasi. OSEA merupakan salah satu organisasi di Papua 
yang belum memiliki izin resmi untuk beraktivitas, dan juga memiliki ideologi yang berbeda 
dengan Negara Indonesia. Adanya penerimaan dari masyarakat yang ditunjukkan dengan 
antusiasme mereka untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan OSEA dan juga 
diizinkan untuk mengibarkan bendera organisasi bersebelahan dengan bendera Negara 
Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar anggota dan petinggi dari organisasi 
ini merupakan mantan anggota OPM atau TPN yang telah berbaur dengan masyarakat. Pada 
Gambar 4.46 dapat disimpulkan bahwa setengah dari responden tidak mempermasalahkan 
keikutsertaannya dalam kegiatan adat, dan berdasarkan hasil wawancara, responden lebih 
memprioritaskan kegiatan organisasi yang diikutinya. 
Pada sosiogram (Gambar 4.47) dapat dilihat bahwa pergerakan dua arah atau 
pergerakan yang dilakukan penduduk dengan kewarganegaraan PNG dan Indonesia menuju 
negara tujuannya, yaitu Indonesia untuk penduduk berkewarganegaraan PNG dan PNG 
untuk penduduk berkewarganegaraan Indonesia terjadi antara distrik yang menjadi bagian 
provinsi Western dan distrik Iwur, sedangkan pergerakan yang bersifat satu arah atau hanya 
dilakukan penduduk berkewarganegaraan Indonesia terjadi antara Distrik Iwur dan distrik 
yang terdapat di Provinsi Sandaun. 
 
Gambar 4.45 Salah satu kegiatan yang dilakukan OSEA, rapat koordinasi dan adanya aktivitas 






















Tabel 4.32 Total pergerakan yang Dilakukan dengan Tujuan Kegiatan Organisasi 
Wilayah asal dan wilayah tujuan Responden yang melakukan pergerakan OSEA 
Star Mountain - Iwur 1 1 
Olsobib - Iwur 3 4 
Iwur - Yapsie 1 1 
Iwur - Star Mountain 1 1 
Iwur - Olsobib 1 1 
Total 7 8 
Keterangan   
 : Pergerakan dengan tujuan kegiatan organisasi terbanyak 
 : Wilayah yang menjadi lokasi pergerakan dengan tujuan kegiatan organisasi terbanyak 




Indonesia PNG Total Indonesia PNG Total 
15-19 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 1 1 
30-34 0 1 1 1 0 1 
35-39 1 1 2 0 0 0 
40-44 1 0 1 0 0 0 
45-49 0 0 0 0 0 0 
50-54 0 0 0 0 0 0 
55-59 0 0 0 0 0 0 
60-64 0 1 1 0 0 0 
65+ 0 0 0 0 0 0 
Total 2 3 5 1 1 2 
 
 
Gambar 4.46 Persentase responden yang melakukan pergerakan dengan tujuan kegiatan organisasi 






























































4.6.5 Lama Tinggal di Negara Tujuan 
Pergerakan yang dilakukan apabila dilihat dari aspek lama tinggal maka jenisnya 
terbagi menjadi dua, yaitu migrasi dan sirkuler (Mantra, 2000), dimana responden akan 
dikategorikan bermigrasi apabila telah menetap selama lebih dari 6 bulan di wilayah tujuan, 
dan responden akan dikategorikan bergerak secara sirkuler apabila menetap kurang dari 6 
bulan di wilayah tujuan. Data pergerakan berdasarkan lama tinggal dirangkum dalam Tabel 
4.34. 
Tabel 4.34 Data Pergerakan Berdasarkan Lama Tinggal 
Lama Tinggal (Hari) Jenis Pergerakan Jumlah responden 
Indonesia PNG 
0-30 (0-1 Bulan) Sirkuler 64 51 
31-60 (1-2 Bulan) Sirkuler 1 0 
61-90 (2-3 Bulan) Sirkuler 1 0 
91-120 (3-4 Bulan) Sirkuler 0 0 
121-150 (4-5 Bulan) Sirkuler 0 0 
151-180 (5-6 Bulan) Sirkuler 0 0 
>180(lebih dari 6 Bulan) Tetap 0 2 
>210 (Lebih dari 7 Bulan) Tetap 0 4 
Total 66 57 
 
Gambar 4.48 Persentase responden berdasarkan lama tinggal di wilayah tujuan. 
Berdasarkan Tabel 4.34, pergerakan lintas batas yang dilakukan didominasi 
pergerakan yang bersifat sirkuler atau sementara dengan waktu tinggal 0 sampai 30 hari. 
Pergerakan yang bersifat tetap terdiri dari 6 pergerakan. Lama perjalanan yang ditempuh 
juga beragam, yaitu dari 3 hari hingga 1 minggu. Lamanya perjalanan disebabkan karena 

































Tabel 4.35 Lama Perjalanan yang Ditempuh  
Lama Perjalanan menuju Tujuan (Hari) 
Kewarganegaraan Responden 
Indonesia PNG 
3 hari 4 5 
4 hari 5 5 
5 hari 22 23 
6 hari 24 16 
7 hari 11 7 
8 hari 1 0 
Total 67 56 
 
Gambar 4.49 Persentase responden berdasarkan lama perjalanan yang dilakukan responden 
menuju wilayah tujuan. 
Berdasarkan Tabel 4.35 dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak 
melakukan pergerakan lintas batas dengan lama pergerakan 5 sampai 6 hari untuk sekali 
perjalanan sehingga membutuhkan 10 sampai 12 hari untuk melakukan pergerakan sirkuler. 
Pergerakan yang lama juga disebabkan karena banyaknya kampung yang dilalui sebelum 
mencapai daerah tujuan, adanya budaya untuk menawarkan penginapan oleh penduduk 
kampung yang dilalui dan juga sulitnya aksesibilitas menjadi salah satu faktor penyebab 
lamanya perjalanan yang ditempuh.  
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Selain tujuan dan lama pergerakan, frekuensi pergerakan yang dilakukan penduduk 
kawasan perbatasan juga menjadi salah satu faktor yang diteliti. Berikut merupakan data 
frekuensi pergerakkan yang dilakukan dalam 1 tahun (2016). 




1 6 6 
2 11 11 
3 20 10 
4 15 12 
5 6 6 
6 6 2 
7 1 7 
>8 2 2 
Total 67 56 
 
Gambar 4.52 Persentase jumlah pergerakan lintas batas yang dilakukan responden selama tahun 
2016. 
Berdasarkan tabel 4.36, jumlah pergerakan lintas batas yang paling banyak dilakukan 
penduduk kawasan perbatasan di Distrik Iwur pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 kali. 
Responden pergerakan lintas batas di Distrik Iwur didominasi penduduk yang melakukan 
pergerakan 3 sampai 4 kali dalam setahun. Dapat dilihat pada gambar 4.52, responden 
Indonesia paling banyak melakukan pergerakan sebanyak 3 kali pada tahun 2016, yaitu 30% 
dari total 67 responden Indonesia. Sedangkan sebanyak 21% responden PNG dari total 56 
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Persentase Jumlah Pergerakan Lintas Batas yang 























4.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pergerakan Lintas Batas antar Negara 
dengan Analisis Regresi Logistik Biner  
Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Interaksi Kawasan Perbatasan Distrik Iwur 
menggunakan regresi logistik biner dengan variabel dummy. Analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang memengaruhi pergerakan lintas batas di Kawasan Perbatasan 
Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Iwur. Berikut variabel terikat dan bebas 
yang digunakan pada analisis regresi logistik biner dengan variabel dummy. 
Y = 0, Tidak melakukan pergerakan lintas batas 
  1, Melakukan pergerakan lintas batas  
JK1  = 1, jika jenis kelamin responden laki-laki. 
 = 0, jika jenis kelamin responden perempuan 
Usia = Usia responden (Tahun) 
SP1 = 1, apabila status perkawinan responden adalah kawin 
 = 0, apabila status perkawinan responden selain kawin 
PT1 = 1, apabila responden tidak atau belum pernah menempuh pendidikan 
 = 0, apabila lainnya 
KO1 = 1, apabila responden adalah bagian dari organisasi 
 = 0, apabila responden bukan bagian dari organisasi 
KW1  = 1, apabila responden berkewarganegaraan Indonesia 
 = 0, apabila responden berkewarganegaraan PNG 
Pendapatan = Rata-rata penghasilan responden per bulan 
P1 = 1, apabila responden memiliki pekerjaan 
 = 0, apabila responden tidak memiliki pekerjaan 
TU1 = 1, apabila responden memiliki tanah ulayat di negara lain 
 = 0, apabila responden tidak memiliki tanah ulayat di negara lain 
AS1 = 1, apabila responden berasal dari Suku Murop 
 = 0, apabila lainnya 
KA1 = 1, apabila responden mengikuti kegiatan adat 
 = 0, apabila responden tidak mengikuti kegiatan adat 
Dalam analisis ini akan dilakukan uji kelayakan model, uji Goodness of Fit, uji 
pengaruh masing-masing variabel bebas, dan prediksi kemungkinan. Analisis dilakukan 





















mempengaruhi keinginan penduduk kawasan perbatasan untuk melakukan pergerakan lintas 
batas.  
4.7.1 Uji Kelayakan Model 
Tabel 4.37 Riwayat Iterasi Blok 0 
Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant 
Step 0 1 274.097 .412 
2 274.095 .418 
3 274.095 .418 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 274.095 
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter 
estimates changed by less than .001. 
Tabel 4.38 Riwayat Iterasi Blok 1 
Iteration -2 Log Likelihood 





a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 274.095 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than .001. 
Pada tabel riwayat iterasi blok 0 atau pada saat variabel bebas belum dimasukkan ke 
dalam model. Dengan jumlah sampel N=204 nilai -2 Log Likelihood yang didapat 274,095. 
Pada tabel riwayat iterasi blok 1 memiliki nilai -2 Log Likelihood sebesar 209.548.  
Degree of Freedom atau DF untuk nilai G tabel riwayat iterasi blok 0 ditentukan 
dengan mengurangi jumlah sampel dengan satu, sehingga DF untuk nilai Chi-Square tabel 
riwayat iterasi blok 0 adalah 203. Pada tabel Chi-Square, nilai Chi-Square dengan DF 203 
dan probabilitas 0,05 adalah 237,239. Apabila dibandingkan dengan Nilai statistik G (-2 Log 
Likelihood) pada tabel riwayat iterasi blok 0 (274,095>237,240) maka hipotesis yang 
didapat adalah menolak H0, dimana model yang ada atau model sebelum di-input dengan 
variabel independen adalah TIDAK FIT dengan data. 
DF untuk nilai G pada tabel riwayat iterasi blok 1 ditentukan dengan mengurangi 
jumlah sampel yang telah dikurangi 1 dengan jumlah variabel independen. Total variabel 
independen dalam analisis ini adalah 12 variabel, maka DF untuk tabel riwayat iterasi blok 
1 adalah 191. Nilai Chi-Square tabel pada DF 191 dan probabilitas 0,05 adalah 224,245. 
Apabila dibandingkan dengan Nilai -2 Log Likelihood (209,548<224,245) maka 
hipotesisnya adalah menerima H0 yang artinya model setelah di-input dengan variabel 






















4.7.2 Uji Goodness of Fit 
Uji Goodness of Fit digunakan untuk mengetahui akurasi model yang dilihat dari 
besarnya perbandingan antara nilai yang didapatkan dari model dan nilai yang didapatkan 
dari hasil observasi. Dalam penelitian ini uji goodness of fit menggunakan tabel Hosmer and 
Lemeshow Test. 
Tabel 4.39 Tes Hosmer dan Lemeshow 
Step Chi-square df Sig. 
1 8.171 8 .417 
Hasil perbandingan nilai chi-square hitung pada tabel 4.39 dengan chi square tabel 
pada df 8 dengan probabilitas 0,05 serta df 11 (jumlah variabel independen – 1) dengan 
probabilitas 0,05 adalah sebagai berikut: 
1. Nilai chi-square hitung (8,171) < nilai chi-square dengan df 8, probabilitas 0,05 
(15,507) 
2. NIlai chi-square hitung (8,432) < nilai chi square dengan df 11, probabilitas 0,05 
(19,675) 
Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesisnya adalah terima H0. Selain itu, 
signifikansi pada tabel 4.20 menunjukkan nilai 0,417 atau lebih besar dari 0,05 sehingga 
menerima H0. Dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapatkan dari model dan nilai 
observasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 
4.7.3 Uji Wald 
Uji Wald digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
bebas/independen. Uji ini dilakukan dengan melihat kolom signifikansi pada tabel 4.40, 
apabila nilai signifikansi suatu variabel lebih dari 0,05 maka variabel independen yang ada 
tidak berpengaruh secara signifikan. 
Tabel 4.40 Variabel dalam Persamaan 






JenisKelamin(1) .094 .396 .056 1 .813 1.098 .505 2.387 
Usia -.103 .024 18.086 1 .000 .902 .861 .946 
Kewarganegaraan(1) 2.074 .448 21.394 1 .000 7.959 3.305 19.167 
Asal Suku Murop(1) .232 .450 .265 1 .607 1.261 .522 3.049 
Pekerjaan(1) -1.574 .663 5.630 1 .018 .207 .056 .760 
Pendapatan .000 .000 .360 1 .548 1.000 1.000 1.000 
Pendidikan Terakhir(1) -.660 .793 .692 1 .405 .517 .109 2.447 
StatusPerkawinan(1) -.621 .407 2.330 1 .127 .538 .242 1.193 
KeanggotaandenganOSEA(1) -.603 .387 2.427 1 .119 .547 .256 1.168 
Mengikutiadatistiadatyangberlaku(1) -.820 .397 4.264 1 .039 .440 .202 .959 
KepemilikanLahanUlayat(1) .142 .355 .161 1 .688 1.153 .575 2.310 
Memilikianggotakeluarga(1) -.469 .358 1.714 1 .190 .626 .310 1.262 
Constant 5.222 1.179 19.629 1 .000 185.294   
a. Variable(s) entered on step 1: JenisKelamin, Usia, Kwn, AS1, Pekerjaan, Pendapatan, PT1, StatusPerkawinan, 





















Berdasarkan tabel 4.40 daat disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh 
secara nyata antara lain: 
1. Variabel Usia 
2. Variabel Kewarganegaraan 
3. Variabel Pekerjaan 
4. Variabel Keinginan mengikuti adat istiadat yang berlaku 
Besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel bebas dapat 
dilihat dari Exp(B) atau odds ratio. Variabel Usia memiliki odds ratio sebesar 0,902 (Tabel 
4.40), maka seseorang yang berusia produktif memiliki kemungkinan melakukan pergerakan 
lintas batas (Kode 1 variabel dummy untuk variabel terikat keputusan melakukan pergerakan 
lintas batas) sebesar 0,902 kali lipat dibandingkan orang yang bukan termasuk dalam 
kategori usia produktif. Nilai B pada tabel yang juga merupakan logaritma natural dari 
Exp(B) menunjukkan arah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Variabel Usia memiliki nilai B sebesar -0.103 yang bernilai negatif, karena itu variabel usia 
memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan keputusan melakukan pergerakan 
lintas batas, yang artinya apabila usia seseorang semakin mendekati usia non produktif, maka 
kemungkinan orang tersebut untuk melakukan pergerakan lintas batas semakin kecil. 
Berdasarkan penilaian tersebut maka penjelasan untuk 3 variabel lainnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel kewarganegaraan memiliki odds ratio sebesar 7,959, maka seseorang 
yang berkewarganegaraan Indonesia (kode 1 variabel dummy untuk 
kewarganegaraan Indonesia) berkemungkinan melakukan pergerakan 7,959 kali 
lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berkewarganegaraan PNG. 
Nilai B untuk variabel kewarganegaraan adalah 2,074 yang bernilai positif, 
sehingga pengaruh dari variabel kewarganegaraan terhadap variabel terikat 
adalah positif. 
2. Variabel pekerjaan memiliki odds ratio sebesar 0,207, maka seseorang yang 
memiliki pekerjaan berkemungkinan melakukan pergerakan lintas batas 
sebanyak 0,207 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak bekerja. Nilai B 
untuk variabel pekerjaan adalah -1,574 yang bernilai negatif, sehingga pengaruh 
dari variabel pekerjaan dengan variabel terikat keputusan melakukan pergerakan 
lintas batas adalah berbanding terbalik. 
3. Variabel adat-istiadat memiliki odds ratio sebesar 0,440, maka seseorang yang 





















lintas batas sebanyak 0,440 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak 
mengikuti adat-istiadat yang berlaku. Nilai B untuk variabel adat-istiadat adalah 
-0,820 yang berarti variabel ini memiliki pengaruh yang berbanding terbalik 
dengan keputusan melakukan pergerakan lintas batas. 
4.7.4 Persamaan Regresi Logistik 
Pada gambar 4.53 dimana keterangan hasil prediksi antara kode 0 (tidak melakukan 
pergerakan lintas batas) dan kode 1 (melakukan pergerakan lintas batas) dibatasi pada nilai 
0,5 (cut value 0,5). Apabila perhitungan mendapatkan hasil lebih dari 0,5 maka sampel 
tersebut dikategorikan melakukan melakukan pergerakan lintas batas, sedangkan apabila 
hasil kurang dari 0,5 maka sampel tidak melakukan pergerakan lintas batas. 
 
Gambar 4.53 Classification plot. 
Berdasarkan nilai B pada tabel 4.40 dengan menggunakan variabel yang berpengaruh 
(signifikansi <0,05) maka model persamaan yang terbentuk sebagai berikut: 
𝜋(𝑥) =
exp⁡(5,222 − 0.103⁡𝑈𝑠𝑖𝑎⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 2,074⁡𝐾𝑒𝑤𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 0,207⁡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠⁡𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 − 0,820⁡𝐾𝑒𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑎𝑛⁡𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖⁡𝑎𝑑𝑎𝑡)
1 + exp⁡(5,222 − 0.103⁡𝑈𝑠𝑖𝑎⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 2,074⁡𝐾𝑒𝑤𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑛𝑒𝑛 + 0,207⁡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠⁡𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 − 0,820⁡𝐾𝑒𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑎𝑛⁡𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖⁡𝑎𝑑𝑎𝑡)
 
Penggunaan model yang sudah didapat disimulasikan dengan menggunakan variabel 
dummy kode 1 pada masing-masing variabel bebas atau dengan keterangan: 
a. Responden berusia 25 tahun 
b. Responden berkewarganegaraan Indonesia 
c. Responden memiliki pekerjaan 
d. Responden memiliki keinginan untuk mengikuti aktivitas adat 
Hasil perhitungannya sebagai berikut: 
𝜋(𝑥) =
exp(5,222 + (−0,103 × 25) + (2,074 × 1) + (0,207 × 1) + (−0,820 × 1))
1 + exp(5,222 + (−0,103 × 25) + (2,074 × 1) + (0,207 × 1) + (−0,820 × 1))
 





















Karena nilai yang didapat adalah 0,984 > 0,5 maka nilai yang didapat berdasarkan 
gambar 4.54 dari simulasi sampel tersebut adalah 1 (melakukan pergerakan).Hasil 
perhitungan berdasarkan simulasi juga sesuai dengan hasil dilapangan untuk responden 
dengan ciri-ciri yang sama. Simulasi berikutnya dilakukan untuk responden yang tidak 
melakukan pergerakan dengan keterangan pada masing-masing variabel yaitu: 
a. Responden berusia 68 tahun (bukan usia produktif) 
b. Responden berkewarganegaraan PNG 
c. Responden tidak memiliki pekerjaan 
d. Responden memiliki keinginan untuk mengikuti aktivitas adat 
Hasil perhitungannya sebagai berikut: 
𝜋(𝑥) =
exp(5,222 + (−0,103 × 68) + (2,074 × 0) + (0,207 × 0) + (−0,820 × 1))
1 + exp(5,222 + (−0,103 × 68) + (2,074 × 0) + (0,207 × 0) + (−0,820 × 1))
 
𝜋(𝑥) = 0,069 
Karena nilai yang didapat adalah 0,069 < 0,5, maka dapat disimpulkan responden 
dengan kondisi yang disimulasikan tidak melakukan pergerakan lintas batas. Berdasarkan 
hasil analisis sosiogram dan juga analisis regresi logistik yang melihat faktor apa saja yang 
mempengaruhi keputusan masyarakat melakukan pergerakan lintas batas bahwa: 
1. Faktor karakteristik individu yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan 
pergerakan lintas batas adalah jenis kelamin dan usia dimana pada hasil analisis 
sosiogram penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak melakukan 
pergerakan lintas batas dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan. 
Pada hasil analisis regresi logistik didapatkan faktor usia sebagai salah satu faktor 
yang berpengaruh secara signifikan dimana semakin bertambah usia masyarakat 
maka tingkat pergerakan lintas batas yang dilakukan juga menurun. Faktor lain 
yang mempengaruhi adalah faktor kewarganegaraan, pembagian wilayah negara 
yang tidak memperhatikan batas kesukuan menjadi penyebab kewarganegaraan 
juga berpengaruh terhadap tingkat pergerakan lintas batas karena adanya 
masyarakat yang berasal dari suku yang sama atau memiliki ikatan keluarga, 
namun memiliki perbedaan kewarganegaraan. 
2. Pada faktor sosial ekonomi dapat dilihat bahwa faktor pekerjaan adalah faktor 
yang paling berpengaruh, pada hasil analisis deskriptif, sebagian besar responden 
memiliki pekerjaan dan jenis pekerjaan responden tersebut adalah sebagai petani, 
hal ini menunjukkan bahwa produktivitas seseorang juga mempengaruhi tingkat 





















produktivitas atau status pekerjaan yang dimiliki adalah tidak bekerja, maka 
tingkat pergerakan lintas batas yang dilakukan juga menurun. 
3. Pada faktor yang terakhir yaitu faktor budaya, dapat dilihat dari hasil analisis 
sosiogram bahwa keinginan untuk mengikuti aktivitas adat tidak terlalu 
mempengaruhi tingkat pergerakan lintas batas, hal ini dapat dilihat dari 
rendahnya keinginan responden untuk mengikuti kegiatan adat, namun masih 
melakukan pergerakan lintas batas. Tujuan pergerakan lintas batas budaya juga 
berbeda jauh dengan tujuan pergerakan non tradisional seperti tujuan ekonomi 
dan sosial. Hal ini juga didukung dari hasil analisis regresi logistik dimana faktor 
mengikuti kegiatan adat memiliki nilai negatif yang artinya meskipun responden 
tidak memiliki keinginan mengikuti kegiatan adat istiadat, responden tersebut 
























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB IV, berikut kesimpulan yang dapat 
diperoleh: 
1. Papua dan PNG merupakan kesatuan memiliki kemiripan dan kesamaan budaya 
serta memiliki hubungan kekerabatan dan kesukuan yang erat. Perbedaan 
wilayah administrasi kedua wilayah disebabkan oleh pembagian wilayah pada 
zaman kolonial berdasarkan wilayah jajahan masing-masing Negara Eropa. 
2. Pembagian wilayah dengan batas yang tidak mengikuti batas budaya atau suku 
dan didominasi oleh batas yang ditentukan berdasarkan garis astronomi 
mengakibatkan adanya wilayah adat yang terbagi, sehingga adanya kemungkinan 
batas kesukuan yang ada di dua wilayah, hak tanah ulayat dan masyarakat PNG 
di Papua dan sebaliknya, serta adanya sanak family yang tinggal di dua negara 
sangat tinggi.  
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk yang berdomisili di kawasan 
perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang, terdapat sekitar 60% penduduk yang 
menjadi Transnational Borderlanders dan 40% penduduk yang menjadi National 
Borderlanders. Hal yang menunjukkan bahwa penduduk di Kawasan Perbatasan 
Indonesia – PNG, khususnya di Distrik Iwur masih memiliki hubungan yang 
intens dengan penduduk di negara yang berbatasan. Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa dengan menjadikan Distrik Iwur sebagai  Lokpri dengan 
akses lintas batas diharapkan dapat mengakomodir pergerakan lintas batas yang 
dilakukan. 
4. Terdapat dua jenis batas wilayah darat yang membagi Papua menjadi Indonesia 
dan Papua New Guinea, yaitu Natural Border di Sungai Fly yang berada di antara 
Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke di Papua, serta wilayah 
Provinsi Western di PNG, kemudian Artificial Border, atau batas buatan berupa 
patok perbatasan yang dibangun sepanjang pulau mengikuti garis astronomis 
141º 01’00”BT mulai dari utara Papua hingga ke selatan sampai ke natural 




















141 º 01’ 10” BT. Jenis garis perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang 
merupakan garis perbatasan yang ditentukan dengan pendekatan artificial. 
Pendekatan dengan metode ini menyebabkan wilayah kesukuan di Kabupaten 
Pegunungan Bintang terbagi menjadi dua wilayah negara. 
5. Berdasarkan hasil survei, terdapat tiga lokasi yang sering dilalui masyarakat 
Distrik Iwur menuju PNG atau pun masyarakat dari PNG yang menuju Distrik 
Iwur, titik lokasi tersebut antara lain, Kampung Marantikin di Distrik Tarub 
(sebelah Timur Distrik Iwur), Jalur Ok Tedi (salah satu daerah pertambangan di 
PNG), dan yang terakhir ada jalur yang dilalui Masyarakat Kampung Digi. 
Pemilihan jalur dilakukan dengan melihat kedekatan antara pintu akses lintas 
batas dengan wilayah tujuan. 
6. Berdasarkan hasil wawancara, pergerakan lintas batas dilakukan secara 
berkelompok beranggotakan 3 sampai 10 orang yang berasal dari beberapa 
keluarga. Semua pergerakan dilakukan tanpa melalui Pos Lintas Batas. 
Pergerakan dilakukan dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung melalui 
beberapa jalur dan waktu perjalanan yang dilakukan beragam, yaitu antara 3 hari 
sampai 1 minggu. 
7. Penduduk yang paling banyak menjadi responden adalah penduduk yang bekerja 
sebagai petani pada kelompok usia 30–34 tahun dan penduduk pada kelompok 
usia 35–39 tahun. Maksud tujuan yang paling banyak memengaruhi pergerakan 
lintas batas penduduk di kawasan perbatasan Distrik Iwur adalah berladang dan 
belanja yang termasuk dalam maksud tujuan ekonomi. Waktu pergerakan 
terbanyak yang dilakukan untuk tujuan berladang adalah ketika musim panen tiba 
sedangkan waktu pergerakan terbanyak yang dilakukan untuk Belanja adalah 
waktu yang dekat dengan hari besar keagamaan, seperti Paskah, Natal, dan Tahun 
Baru, dan juga ketika musim panen tiba. 
8. Jumlah pergerakan lintas batas yang paling banyak dilakukan 
penduduk kawasan perbatasan di Distrik Iwur pada tahun 2016 adalah sebanyak 
8 kali. Responden pergerakan lintas batas di Distrik Iwur didominasi penduduk 
yang melakukan pergerakan 3 sampai 4 kali dalam setahun 
9. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  terdapat 12 variabel yang mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan pergerakan lintas batas, yaitu jenis kelamin, usia, 
status pernikahan, status pekerjaan, kewarganagaraan, tingkat pendidikan, 






















tanah ulayat di Negara yang berbatasan,  suku, dan aktivitas adat yang diikuti. 
Berdasarkan hasil dari analisis regresi terdapat 4 variabel yang berpengaruh 
secara signifikan (Nilai B < Sig. 0,05), variabel tersebut adalah Variabel Usia, 
Variabel Kewarganegaraan, Variabel Pekerjaan, Variabel Keinginan mengikuti 
adat istiadat yang berlaku. Berikut model regresi logistik yang didapat: 
𝜋(𝑥) =
exp⁡(5,222 − 0.103⁡𝑈𝑠𝑖𝑎⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 2,074⁡𝐾𝑒𝑤𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 0,207⁡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠⁡𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 − 0,820⁡𝐾𝑒𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑎𝑛⁡𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖⁡𝑎𝑑𝑎𝑡)
1 + exp⁡(5,222 − 0.103⁡𝑈𝑠𝑖𝑎⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 + 2,074⁡𝐾𝑒𝑤𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛⁡𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑛𝑒𝑛 + 0,207⁡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠⁡𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 − 0,820⁡𝐾𝑒𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑎𝑛⁡𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖⁡𝑎𝑑𝑎𝑡)
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berikut beberapa keterbatasan dan hambatan yang terjadi selama penelitian: 
1. Tidak terdapatnya fasilitas kawasan perbatasan seperti kantor migrasi dan pos 
lintas batas membuat penelitian tidak dapat dilakukan di dua wilayah perbatasan, 
sehingga penelitian difokuskan pada penduduk di kawasan perbatasan Indonesia. 
Hal ini menyebabkan adanya perbedaaan jumlah responden dengan 
kewarganegaraan Indonesia dan responden dengan kewarganegaraan PNG, 
perbedaan tersebut memicu munculnya data pencilan pada penelitian regresi.  
2. Sulitnya transportasi dan mahalnya transportasi dari Ibukota Kabupaten 
Pegunungan Bintang menuju kawasn perbatasan dan juga transportasi antar 
kawasan perbatasan membuat wilayah studi penelitian dikerucutkan  menjadi 
satu distrik. 
3. Kurangnya data perpindahan lintas batas di Wilayah Pegunungan Tengah Papua 
setelah adanya pemekaran wilayah membuat penelitian terhadap tidak 
mendetailnya pola interaksi kawasan perbatasan di Papua-PNG. 
4. Adanya penolakan untuk melakukan wawancara dari beberapa warga negara 
PNG mengakibatkan sampel penelitian yang tidak terpenuhi, yaitu hanya 204 
sampel dari 208 sampel.  
5.3 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya: 
1. Penelitian dilakukan menggunakan data dari sampel yang lebih banyak dengan 
komposisi asal Negara yang seimbang sehingga dapat mengurangi data pencilan, 
dan apabila memungkinkan penelitian juga dilakukan di Negara tetangga yang 
berbatasan dengan Indonesia. 
2. Wilayah penelitian dapat diperluas menjadi dua atau tiga lokpri dan juga wilayah 




















3. Selain interaksi berupa pergerakan lintas batas atau trans-border movement, 
cakupan penelitian dapat diperluas dengan menambah faktor perdagangan atau 
trading yang menggambarkan aktivitas ekonomi di Kawasan Perbatasan. 
Penambahan ini dengan melihat adanya aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan 
yang dapat terjadi secara internal atau ketika perdagangan terjadi dengan pelaku 
memiliki kewarganegaraan yang sama dan internasional atau ketika perdagangan 
terjadi dengan pelaku memiliki kewarganegaraan yang berbeda (Afolayan et al, 
2000: 4). 
4. Analisis dapat diperdalam dengan menambahkan variabel kemungkinan 
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